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BUPATI GROBOGAN
FROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR A8 TAHUN 2018

TENTANG
TATA CARA PEM ERIKSAAN PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

bahwa berdasarkan Kelentuan Pasal 170 ayat {3) Undang-
Undang Nemor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai tate carg
pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan
Kepala Daerah;

bahwa untul melaksanalan ketentuan tersebut dalam huruf
a, serta dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam
melalcukan pemeriksaan Pajak Daerah sebagaimana diatur
dalam: Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan. Nomor 6
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubzah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Grobogan Nomer & Tahun 2010 tentang Pajal
Daerah, dipandang perlu memberikan pedoman pemeriksaan
pajak daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalarn huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Dacrah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propins: Jawa
Tengah;

Undang-Uncdang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan \L.embaran Negara Republik




Indonesia Tahun 1983 Nomeor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
menjadi  Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun
1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3987);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4188);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembezan Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nurﬁt:r 9 Tahun 2015 (lentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara
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10.

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Dacrah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5179); '

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republilkk Indonesia Tahun 2016 Nomor
244); '

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daecrah Kabupaten Grobogan
Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tenitang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Grobogan
Nomor 14},

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK
DAERAH.

BAB I
EETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

i
2.

Daerah adalah Kabupaten Grobogan.

Pemerintah  Daerah  adalah  Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.,

Bupati adalah Bupati Grobogan.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Grobogan.



10.

11,

12.

13.

14.

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
yvang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan.
Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asect
Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Grobogan.

Pajak Daecrah wvang selanjutnva disebut Pajak, adalah
kontribusi wajib kepada Dacrah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan vang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, vang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan  peraturan perundang-undangan  perpajakan
Daerah. '

Pemeriksaan Pajak Daerah wyang selanjutnya disebut
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah  data, keterangan, dan/atau bukti vang
dilaksanakan secara objektii dan profesional berdasarkan
suatu standar pemeriksaan untuk menguji  kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan Daerah.

Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yvang dilakukan di
Kantor, '

Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di
tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau
tempat lain yang dianggap perlu olch Pemeriksa Pajak Daerah.
Pemeriksa Pajak Daerah yang gelanjutnya disebut Pemeriksa
adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah
atau tenaga ahli yang ditunjuk cleh Bupati, yang diberi tugas,
wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan
Pemeriksaan di bidang Pajak Daerah.

Tim Pemeriksa adalah F:ﬂr'neriksa vang terdiri dari paling
sedikit 3 (tiga) orang atau lebih dan br.srjlmllah gasal.




15,

16.

17.

18.

19,

20,

21

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat SPTPD adalah surat }-'a_r?g" olech Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan pengillitungan dan/atau
pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak,
dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan Xkgtentuan
peraruran perundang-undangan perpajakan Daecrah.

Surat Perintah Pemeriksaan vang selanjutnya disingkat SP2
adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam
rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan adalah surat
pemberitahuan  mengenai  dilakukannya Pemneriksaan
Lapangan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan  perundang-
undangan perpajakan.

Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kanrtor adalah
surat panggilan mengenai dilakukannya Pemeriksaan Kantor
dalam r:a_ugka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan
secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi
keuangan vang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan
dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan
barang atau jasa, vang ditutup dengan menyusun laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode
Tahun Pajak tersebut,

Data yang dikelola secara Elektronik adalah data yang
bentuknya elektronik, vyang dihasilkan oleh komputer
dan/atau pengolah data elektronik lainnya dan disimpan
dalam disket, compact disk, lapebackup, hard disk, atau
media penyimpanan elektronik lainnya.

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan vang seclanjutnya
disinglkkat SPHP adalah surat yang berisi tentang hasil
Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai
koreksi, dasar koreksi, perhilungan sementara jumlah pokok
pajak terutang, dan perhitungan sementara dari sanksi

administrasi.




22,

23.

24,

25,

26.

27.

28,

29.

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah pembahasan
antara Wajib Pajak dan pemeriksa atas temuan Pemeriksaan
yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pembahasan
akhir hasil Pemeriksaan yang ditandatangani olch kedua
belah pihak dan berisi koreksi pokok pajak terutang baik yang
disetujui maupun yvang tidak diserujui dan perhitungan sanksi
administrasi.

Kertas Kerja Pemeriksaan yang sclanjutnya disingkat KKFP
adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh
Pemeriksa Pajak mengenai prosedur pemeriksaan yang
ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukli yang
dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang
diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan.
Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP
adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil
pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa secara ringkas dan
jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan  tujuan
pemeriksaan.

Pemeriksaan Ulang adalan Pemeriksaan yang dilakukan
terhadap Wajib Pajak yang tclah diterbitkan surat ketetapan
pajak dari hasil Pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak
dan masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang
sama.,

Pemeriksaan Bukt Permulaan adalah pemeriksaan yang
dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang
adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang
perpajakan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya
disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah pokdk pajak yang jumlahnya sama
besarnva dengan jumlah | kredit pajak atau pajak tidak
terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Dagrah Lebih Bayar yang selanjuinya
disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena
jumlah kredit pajak lebih hesar daripada pajak yang terutang

atall seharusnya tidak terutang.




30.

31.

32.

33.

(1)

(2)

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang
lourang bayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak
yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah
ditetapkan.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau
sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Hari adalah hari kerja.

BAE 11
TUJUAN PEMERIKSAAN
Pagal 2

Pemeriksasm  bertujuan  untuk  menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain
dalam  rangka  melaksanakan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.
Tujuan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1},
dikecualikan bagi kepentingan penyidikan.

BAB III
RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN
Pasal 3

Ruang lingkup pemeriksaan dapat meliputi satu, beberapa atau

seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak,

bagian tahun pajak atau tahun pajak dalam tahun-tahun

sebelumnya maupun tahun berjalan.

(1)

BAB IV
BENTUK PEMERIKSAAN
Pagal 4
2w
Bentuk Pemeriksaan terdiri dagi :
a. pemeriksaan sederhana; dan

b. pemeriksaan lengkap.




(2]

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huraf a, dilakukan terhadap jenis pajak tertentu untuk tahun
berjalan dan/atau tahun-tahun  sebelumnya, dengan
menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan
kedalaman yang sederhana.

Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf b, dilakukan terhadap seluruh jenis pajak untuk tahun
berjalan  danjatau tahun-tahun sebelumnya, dengan
menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam

pemeriksaan pada umumnya dan dilakukan oleh Tim
Pemeriksa.

Pemeriksaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dengan :
a. pemeriksaan kantor; dan/atau

b. pemeriksaan lapangan.

BAB Y
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
Pasal 5

Bupati Grobogan mendelegasikan kewenangannya kepada
Kepala Badan untuk melakukan Pemeriksaan.

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud
pada avat (1), Kepala Badan menyampaikan laporan kepada
Bupati secara berkala.

BAB VI
TATA CARA PEMERIKSAAN
Bagian Kesatu
Kriteria Pemeriksaan
Pasal &

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan, dilakuken dalam hal memenuhi kriteria sebagai

berilkut !

a. wajib pajak terlambat menyampaikan laporan SPTPD;

b.wajib pajak vang mengajukan permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak;

c. wajib pajak menyampaikan SPTPD yang menyatakan lebih
bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada

huruf b;




(2)

(2)

(1)

(2)

d. wajib pajak tidak atau kurang bayar pajak terutang,

¢. wajib pajak menyampaikan SFTPD dengan nominal
pembayaran flat,

f. wajib pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan
SPTPD tetapi melampaui jangka waktu vang telah
ditetapkan; dan/atau

g. wajib pajak melakukan penggabungan, peleburan,
pemekaran, pemisahan, likuidasi, pembubaran, atau akan
meninggalkan Daerah dan/atau Indonesia untuk selama-
lamanva.

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan terhadap wajib pajak yang menyampaikan SPTPD

dengan nominal pembayaran flat sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf e tersebut di atas dilakukan apabila Wajib Pajalc
menyetorkan pajak selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dengan

besaran pajak yang sama.

Pasal 7

Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 hurul a dan huruf b, dapat dilakukan dengan
Pemeriksaan Sederhana.

Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam
Pasal & hurufl c sampai dengan huruf g dilakukan dengan

Pemeriksaan Lengkap.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Pemeriksaan
Pasal &

Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 [enam
puluh) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Surat Perintah
Tugas Pemeriksaan oleh Kepala Badan.

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi transaksi
khusus yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan
yang memerlukan pemeriksaan yang lebih mendalam serta
memerlukan waktu vang lebih lama, Pemeriksaan dapat

diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) hari.




(3) Batas waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

dan ayat (2) tidak berlaku dalam hal Wajib Pajak atau
Penanggung Jawab Usaha tidak datang atau berhalangan

untuk hadir memenuhi Surat Panggilan Pemeriksaan.

Bagian Ketiga
Standar Pemeriksaan
Pasal O

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus
dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan.

Standar Pemeriksaan sebagaimana dimalksud pada ayat (1]
digunakan sebagai ukuran mutu pemeriksaan yang merupakan
capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan
Pemeriksaan,

Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi :

a. standar umurm;

b. standar pelaksanaan pemeriksaan; dan

¢. standar pelaporan hasil pemeriksaan,

Pasal 10

Standar umum pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (3) huruf a, merupakan standar yang bersifat
pribadi dan berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa.
Persyaratan pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :

a, telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan telmis yang
cukup dan memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa bagi
ketua tim; '

b. mempunyai kemampuan teknis yang cukup dan memiliki
keterampilan scbagai Pemeriksa serta menggunakan
keterampilannya secara cermat dan seksama;

c. jJujur dan bersih dari tindakan tercela serta senantiasa
mengutamakan kepentingan negara; dan

d. taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan.

Dalam hal diperlukan, Pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh

tenaga ahli dari luar lingkungan Pemerintah Daerah yang

ditunjuk secara tertulis oleh Kepala Badan dengan Surat

Perintah Tugas.
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Pasal 11

Standar pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (3] huruf b, meliputi :

a.

i

pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan
yvang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan, paling sedikit
meliputi kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data Wajib
Pajak, menyusun rencana pemeriksaan (audit plan), dan
menyusun program pemeriksaan (audif program| seria
mendapat pengawasan vang seksama;

luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang
diperoleh dan harus dikembangkan dengan bukti yvang kuat
melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan,
konfirmasi, metode, teknik sampling dan pengujian atan
tindakan lainnya berkenaan dengan pemeriksaan;

temuan hasil pemeriksaan harus didasarkan pada bukti
kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan Daerah;

pemeriksa sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat dibantu
oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik
yang berasal dari lingkungan Pemerintah Daerah maupun yang
berasal dari instansi di luar lingkungan Pemerintah Daerah
yang ditunjuk oleh Kepala Badan sebagai tenaga ahli seperti
penerjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi, dan
pengacara;

dalam hal diperlukan, Pemeriksaan dapat dilakukan secara
bersama-sama dengan Tim Pemeriksa dari instansi lain;
pemeriksaan dapat dilaksanakan di Kantor }Eiadan, tempat
kegiatan usaha Wajib Pajak, tempat tinggal atau tempat lain
yang berkaitan dengan Wajib Pajak yang ditetapkan oleh
Pemeriksa;

pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila
diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja;

pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk
KKP; dan

LHP digunakan sebagai dasar penerbitan SKPD, SKFPDKB,
SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB dan/atau STPD.
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Bagian tfin:t:nam
Peminjaman Dokumen
Pasal 17
(1) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan dengan Pemeriksaan

Kantor, berlaku ketentuan sebagai berikut :

a. daftar buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data
vang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang
diperlukan oleh Pemeriksa, harus dilampirkan pada Surat
Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor;

b. buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang
dikelola secara elektronik serta keterangan lain
sebagaimana dimaksud pada huraf a, wajib dipinjamkan
pada saat Wajib Pajak memenuhi panggilan dan Pemeriksa
membuat bukti peminjaman dan pengembalian buku,
catatan. dan dokumen;

c. dalam hal bulku, catatan danj/atau dokumen, termasuk
data vang dikelola secara elektronik serta keterangan lain
yang ::lipﬂrluka.t‘l belum diserahkan pada saal memenuhi
panggilan dan/atau belum tercantum dalam lampiran
Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor
sebagaimana dimaksud pada hurufl a, Pemeriksa membuat
surat permintaan peminjaman.

(2) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan dengan Pemeriksaan

Lapangan, berlaku ketentuan sebagai berikut ;

a. bulku, catatan dan/atau dokumen, termasuk data yang
dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang
diperlukan dan  diperoleh/ditemukan  pada  saat
pelaksanaan pemeriksaan di tempal Wajib Pajak, dipinjam
pada saat itu juga dan Pemeriksa membuat buktd
peminjaman dan pengembalian buku, catatan, dan
dokumen;

b. dalam hal buku, catatan dan/atau dokumen, termasuk
data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain
yang diperlukan belum ditemukan atau diberikan oleh
Wajib Pajak pada saat pelaksanaan pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemeriksa membuat
sural permintaan peminjaman yang dilampiri dengan
daftar buku, catatan, dan/atau dokumen yang wajib

dipinjamkan; dan
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(3)

(4)

()

(1)

(2)

(3)

¢. dalam hal untuk mengakses danj/atau mengunduh dala
yvang dikelola secara elektronik diperlukan peralatan
dan/atau keahlian khusus, pemeriksa dapat meminta
bantuan kepada :
1. wajib pajak untuk menyediakan tenaga dan/atau
peralatan atas biaya Wajib Pajak; atau
2. seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu,
baik yang berasal dari lingkungan Pemerintah Daerah
maupun yang berasal dari luar lingkungan Pemerintah
Daerah.
Buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang
dikelola secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b, wajib
diserahkan kepada Pemeriksa paling lama 7 (tujuh) hari sejak
surat permintaan peminjaman diterima oleh Wajib Pajak.
Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang
dikelola secara elekrronik serta keterangan lain belum
dipenuhi dan jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) telah terlampaui, pemeriksa dapat
menyampaikan peringatan secara tertulis paling banyak 2
(dua) kali.
Setiap surat peringatan yang disampaikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) harus dilampiri dengan daftar buku,
catatan, dan dokumen vang belum dipinjamkan dalam rangka
pemeriksaan.

Pasal 18

Pemeriksa harus mﬁmb-uaL bukti peminjaman dan
pengembalian buku, catatan dan dokumen terhadap setiap
penyerahan buku, catatan, dokumen, termasuk data yang
dikelola secara elektronik serta keterangan lain dari Wajib
Pajak.

Dalam hal buku, catatan, dokumen yang dipinjam berupa
fotokopi dan/atau data yang dikelola secara elektronik, Wajib
Pajak yang diperiksa harus membuat surat pernyataan bahwa
fotokopi dan/atau data yang dikelola secara elektronik yang
dipinjamkan kepada Pemeriksa sesuai dengan aslinya.
Pemeriksa harus membuat berita acara pemenuhan seluruh

peminjaman buku, catatan dan dokumen dalam hal Wajib
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(4)

(3

(1)

(2)

Pajak telah meminjamkan selurulh buku, catatan, danjatau
dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta
keterangan lain yang diminta.

Apabila dalam jangka wakt 7 (tujuh) hari sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) terlampaui dan surat
permintaan peminjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat (1) huruf ¢ atau ayat (2) hurufl b, tidak dipenuhi
sebagian atau seluruhnya, Pemeriksa harus membuat berita
acara mengenai tidak dipenuhinya permintaan peminjaman
yang dilampiri dengan daftar buku, catalan, dan/atau
dokumen yang wajib dipinjamkan tetapi belum diserahkan
oleh Wajib Pajak.

Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data
yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain perlu
dilindungi kerahasiaannya, Wajib Pajak dapat mengajukan
permintaan agar pelaksanaan Pemeriksaan dapat dilakukan di

tempat Wajib Pajak dengan menyediakan ruangan Khusus.

Pasal 19

Dalamn hal Wajib Pajak tidak atau tidak sepenuhnya
meminjamkan buku, catatan, danjatau dokumen, termasuk
data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain
yang diminta berdasarkan berita acara tidak dipenuhinya
permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), Pemeriksa
harus menentukan dapat atau tidaknya melakukan pengujian
dalam rangka menghitung besarnya penghasilan kena pajak
berdasarkan bulkti kompeten yang cukup sesuai standar
pelaksanaan Pemeriksaan.

Dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak
orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
atau Wajib Pajak badan, dan Pemeriksa tidak dapat
melakukan pengujian dalam rangka menghitung besarnya
penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), penghasilan kena pajak dapat dihitung secara jabatan
sesuai dengan ketenluan peraluran perundang-undangan

perpajakan.
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(3)

(1)

(<)

(3)

()

‘
Dalam hal Penghasilan Kena Pajak tidak dihitung secara
jabatan, Pemeriksa dapat meminjam tambahan buku, catatan,
dan/atau dokumen serta keterangan lain selain yang sudah
dipinjam.

Bagian Ketujuh

Penolakan Pemeriksaan

Pasal 20

Dalam hal Wajib Pajak, wakil atau kuasa Wajib Pajak

menyatakan menolak dilakukan pemeriksaan baik berupa

Pemeriksaan Kantor maupun Pemeriksaan Lapangan, dan

tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16, termasuk menolak menerima Surat Pemberitahuan

Pemeriksaan maka Wajib Pajak, wakil, atau kuasa harus

menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan.

Dalam hal Wajib Pajak, wakil atau kuasa Wajib Pajak menolak

menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa membuat
berita acara penolakan pemecriksaan yang ditandatangani oleh

Tim Pemeriksa.

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan, Pemeriksa

membuat berita acara tidak dipenuhinya panggilan

pemeriksaan oleh Wajib Pajak yang ditandatangani oleh Tim

Pemeriksa.

Dalam hal pada saat dilakukan pemeriksaan Wajib Pajak

tidak ada di tempat, maka :

a. pemeriksaan tetap dapat dilaksanakan sepanjang ada
pihak yang dapat dan mempunyai kewenangan untuk
mewakili Wajib Pajak, terbatas untuk hal yang ada dalam
kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda
untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya;

b. apabila pada saat pemeriksaan dilanjutkan setelah
dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, Wajib Pajak tetap tidak ada di tempat, pemeriksaan
tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta wakil
atau kuasa Wajib Pajak yang bersangkutan untuk
mewakilli Wajib Pajak guna membantu kelancaran
pemeriksaan,

c. dalam hal wakil atau lkuasa Wajib Pajak yang diminta
mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf
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b, menoclak untuk membantu kelancaran pemeriksaan,
wakil atau kuasa Wajib Pajak tersebut harus
menandatangani surat pernyataan penolakan membantu
kelancaran pemeriksaan; dan ,‘ atau

d. dalam hal wakil atau kuasa Wajib Pajak menolak untuk
menandatangani surat pernyataan penolakan membantu
kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
huruf ¢, Pemeriksa membuat berita acara penolakan

membantu kelancaran pemeriksaan yang ditandatangani
oleh Tim Pemeriksa.

(5) Surat pernyataan penolakan pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Berita Acara Penolakan Pemeriksaan
scbagaimana dimaksud pada ayat (2}, berita acara tidak
dipenuhinya panggilan pemeriksaan scbagaimana dimaksud
pada ayat (3), surat pernyataan penolakan membantu
kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf ¢ atau berita acara penolakan membantu kelancaran
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hurufl d,
dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan rekomendasi oleh
Pemeriksa untuk penetapan pajak secara jabatan atau
mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Bagian Kedelapan
Penyegelan
Pasal 21

(1) Pemeriksa berwenang meclakukan penyegelan  untuk
memperoleh atau mengamankan buku, catatan, dan/atau
dolumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik, dan
benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan
usaha Wajib Pajak yang diperiksa agar tidak dipindahkan,
dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau
dipalsukan.

(2) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
apabila pada saat pelaksanaan Pemeriksaan Lapéngan :

a. Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak yang
diperiksa tidak memberi kesempatan kepada Pemeriksa
untuk memasuki tempat atau ruang serta memeriksa
parang bergerak dan/atau tidak bergerak, yang diduga
atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku
atau catatan, danj/atau " dokumen, termasuk hasil )
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(1)

(2)

(3)

(4]

pengolahan data dari Pembukuan yang dikelola secara
elektronik atau secara program aplikasi online yang dapat
memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas Wajib Pajak;

b. Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak yang
diperikse. menolak memberi bantuan guna kelancaran
Pemeriksaan vang antara lain berupa tidak memberi
kesempatan kepada pemeriksa untuk mengakses data
vang dikelola secara elektronik atau membuka barang
bergerak dan/atau tdak bergerak;

c. Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak yang
diperiksa tidak berada di Leﬁﬂpat dan tidak ada pegawai
atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak
yang mempunyai kewenangan untuk bertindak sclaku
pihak yang mewakili Wajib Pajak, sehingga diperlukan
upaya pengamanan Pemeriksaan sebelum Pemeriksaan
ditunda; atau

d. Wajib Pajak, walkil atau kuasa dari Wajib Pajak yang
diperiksa tidak berada di tempat dan pegawai atau anggota
keluarga vang telah dewasa dari Wajib Pajak yang
mempunyai kewenangan untulk bertindak selaku pihak
yang mewakili Wajib Pajak ‘menolak memberi bantuan

guna kelancaran Pemeriksaan.

Pasal 22

Penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)
dilakukan dengan menggunakan tanda segel.

Penyegelan dilakukan oleh Pemeriksa dengan disaksikan
paling sedikit 2 (dua) orang yang telah dewasa selain anggot:y
Tim Pemeriksa. . l

Dalam melakukan penyegelan, Pemeriksa wajib membuat
berita acara Penycgelan.

Berita acara Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa dengan disaksikan
oleh paling sedikit 2 (dua) "Drang vang telah dewasa gelain
anggota Tim Pemeriksa.

Berita acara Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dibuat 2 (dua) rangkap dan rangkap kedua diserahkan kepada
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(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(©)

Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga
yvang telah dewasa dan Wajib Pajak yang diperiksa.

Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menolak menandatangani berita acara Penyegelan, Pemeriksa
membuat catatan tentang penclakan tersebut dalam berita
acara Penyegelan.

Dalam melaksanakan Penyegelan, Pemeriksa dapat meminta
bantuan mnstansi di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau

Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Pasal 23

Pembukaan segel dilakukan apabila :

a. Wajib Pajak, wakil, kuasa atau pihak yang dapat mewakili
wajib pajak telah memberi izin kepada Pemeriksa untuk .
membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang
bergerak atau tidak bergerak yang disegel, dan/atau telah
memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;

b. berdasarkan pertimbangan pemeriksa, Penyegelan tidak
diperlukan lagi; dan/atau

¢, terdapat permintaan dari penyidik yang sedang melakukan
penyidikan tindak pidana.

Pembukaan segel harus dilakukan oleh Pemeriksa dengan

disalksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang vang lelah dewasa

selain anggota Tim Pemeriksa.

Dalam keadaan tertentu, pembukaan segel dapat dibantu oleh

aparat instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau

Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam hal tanda segel yang digunakan untuk melakukan

Penyegelan rusak atau hilang, Pemeriksa harus membuat

berita acara mengenai kerusakan atau kehilangan dan

melaporkannya kepada Kepolisian Negara Repulik Indonesia.

Dalam melakukan pernbukaan segel, Pemeriksa membuat

berita acara pembukaan segel yang ‘ditandatangani oleh

Pemeriksa dan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2]

menolak menandatangani berita acara pembukaan segel,

Pemeriksa membuat catalan tentang penolakan tersebut

dalam berita acara pembukaan segel.
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(7)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Berita acara pembukaan segel dibuat 2 (dua) rangkap dan
rangkap kedua diserahkan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa,
pegawail, atau anggota keluarga vang telah dewasa dari Wajib
Pajalk.

Fasal 24

Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal
Penyegelan atau jangka waktu lain dengan
mempertimbangkan tujuan Penyegelan, Wajib Pajak, wakil
atau kuasa dari Wajib Pajak tetap tidak memben izin kepada
Pemeriksa untuk membuka atau memasuki tempat atau
ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang disegel,
dan/atau tidak memberikan bantuan guna kelancaran
Pemeriksaan, Wajib Pajak dianggap menolak dilakukan
Pemeriksaan,

Dalam hal Wajib Pajak dianggap menolak dilakukan
Pemeriksaan sebapgaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib
Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak wajib
menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.
Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak
menolak menandatangani surat pernyataan penolakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemeriksa membuat
dan menandatangani berita acara mengenal penoclakan
tersebut.

Bagian Kesembilan
Keterangan Pihak Ketiga

Pasal 25

Pemeriksa dapat meminta keterangan dan/atau buktl yang
berkaitan dengan pemeriksaan vang sedang dilakukan
terhadap Wajib Pajak kepada Pihak Ketiga, antara lain
pegawal atau keluarga dari Wajib Pajak yang sudah dewasa.
Dalam hal Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada avat (1),
terikat oleh kewajiban untuk merahasiakan, kewajiban untuk
merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk
keperluan pemeriksaan.

Pihak Ketiga harus memberikan keterangan dan/atau bulti
paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat permintaan

keterangan dan/atau bukti dari Pemeriksa.



(4)

()

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
avat (3), tidak dipenuhi olch Pihak Ketiga, Pemeriksa segera
menyampaikan Surat Peringatan.

Apabila Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) tidak dipenuhi oleh Pihak Ketiga, dalam waktu 3 (tiga) hari
sejak diterimanya Surat Peringatan, Pemeriksa membuat
berita acara tidak dipenuhinya permintaan Kketerangan
dan/atau bukti dari Pihak Ketiga.

Bagian Kesepuluh
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan
Pembahasan Alchir Hasil Pemeriksaan

Pasal 26

Hasil pemeriksaan wajib diberitahukan kepada Wajib Pajak

melalui SPHP yang dilampiri dengan daftar temuan hasil

Pemeriksaan.

Pemberitahuan hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan apabila

pemeriksaan  dilanjutkan dengan  pemeriksaan < Bulti

Permulaan tentang adanya tindak pidana dibidang perpajakan

Daerah. :

SPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta

lampirannya disampaikan oleh Pemeriksa secara langsung

atau melalui surat tercatat (kurir, faksimili, pos atau jasa

pengiriman lainnya).

Wajib Pajak memberikan tanggapan tertulis atas SPHP dan

berhak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

paling lama :

a. 3 (tiga) hari kerja sejak SPHP diterima oleh Wajib Pajak
untuk Pemeriksaan Kantor; atau

b. 7 (tujuh) hari kerja sejak SPHP diterima oleh Wajib Pajak

untuk Pemeriksaan Lapangan.
Pasal 27

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26 ayat (4] :

a. Wajib Pajak menyampaikan am‘af tanggapan hasil
pemeriksaan yang berisi tentang persefujuan atas seluruh
hasil pemeriksaan dan hadir dalam Pembahasan Akhir

Hasil Pemeriksaan, maka Pemeriksa menggunakan surat
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(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

15)

(6)

Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga
yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang diperiksa,

Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menolak menandatangani berita acara Penyegelan, Pemeriksa
membual catatan tentang penolakan tersebut dalam berita
acara Penyegelan, .

Dalam melaksanakan Penyegelan, Pemeriksa dapat meminta

bantuan instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 23

Pembukaan segel dilakukan apabila :

a. Wajib Pajak, wakil, kuasa atau pihak vang dapat mewakili
wajib pajak telah memberi izin kepada Pemeriksa untuk
membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang
bergerak atau tidak bergerak yang disegel, dan/atau telah
memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan:

b. berdasarkan pertimbangan pemeriksa, Penyegelan tidak
diperlukan lagi; dan/atau

¢. lerdapat permintaan dari penyidik yang sedang melakukan
penyidikan tindak pidana.

Pembukaan segel harus dilakukan oleh Pemeriksa dengan

disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) crang vang telah dewasa

selain anggota Tim Pemeriksa,

Dalam keadaan tertentu, pembukaan segel dapat dibantu oleh

aparat instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau

Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam hal tanda segel yang digunakan untuk melakukan

Penyegelan rusak atau hilang, Pemeriksa harus membuat

berita acara mengenai kerusakan atau kehilangan dan

melaporkannya kepada Kepolisian Negara Repulik Indonesia.

Dalam melakukan pembukaan segel, Pemeriksa membuat

berita acara pembukaan segel vang 'ditandal;anga_ni oleh

Pemeriksa dan saksi sebagaimana dimaksud pada avat (2).

Dalam hal saksi scbagaimana dimaksud pada ayat (2)

menolak menandatangani berita acara pembukaan segel,

Pemeriksa membuat calatan tentang penolakan tersebut

dalam berita acara pembukaan segel.
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(7)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Berita acara pembukaan scgel dibuat 2 (dua) rangkap dan
rangkap kedua diserahkan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa,

pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib
Pajak.

Pasal 24

Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal
Penyegelan atau jangka waktu lain dengan
mempertimbangkan tujuan Penyegelan, Wajib Pajak, waldl
atau kuasa dari Wajib Pajak tetap tidak memberi izin kepada
Pemeriksa untuk membuka atau memasuki tempat atau
ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yvang disegel,
dan/atau tidak memberikan bantuan guna kelancaran
Pemeriksaan, Wajib Pajak dianggap menolak dilakulkan
Pemeriksaan,

Dalam hal Wajib Pajak dianpgap menolak dilakukan
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib
Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak wajib
menandatangani sural pernyataan penolakan Pemeriksaan.
Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak
menolak menandatangani surat pernyataan penolakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemeriksa membuat
dan menandatangani berita acara mengenai penolakan
tersebut.

Bagian Kesembilan
Keterangan Pihak Ketiga

Pasal 25

Pemeriksa dapat meminta keterangan danj/atau bukti yang
berkaitan dengan pemeriksaan yang sedang dilakukan
terhadap Wajib Pajak kepada Pihak Ketiga, antara lain
pegawai atau keluarga dari Wajib Pajak yang sudah dewasa.
Dalam hal Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terikat oleh kewajiban untuk merahasiakan, kewajiban untuk
merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk
keperluan pemeriksaan.

Pihak Ketiga harus memberikan keterangan dan/atau bukti
paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat permintaan
keterangan dan/atau bukti dari Pemeriksa.
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(5)

(1)

(2)

(3)

(%)

(1)

L

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), tidak dipenuhi oleh Pihak Ketiga, Pemeriksa segera
menyampaikan Surat Peringatan.
Apabila Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) tidak dipenuhi oleh Pihak Ketiga, dalam waktu 3 (tiga) hari
sejak diterimanya Surat Peringatan, Pemeriksa membuat
berita acara tidak dipenuhinva permintaan keterangan
dan/atau bukti dari Pihak Keliga.
Bagian Kesepuluh

Pemberitahuan Hasil Pemerilktssan dan
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

Pasal 26

Hasil pemeriksaan wajib diberitahukan kepada Wajib Pajak
melalui SPHP vang dilampiri dengan daftar temuan hasil
Pemeriksaan.

Pemberitahuan hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada a}ra.t (1}, tidak dilakukan apabila
pemeriksaan dilanjutkan dengan  pemeriksaan Buku

Permulaan tentang adanya tindak pidana dibidang perpajakan
Daerah.

SPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta

lampirannva disampaikan oleh Pemeriksa secara langsung

atay melalui surat tercatat (kurir, faksimili, pos atau jasa

pengiriman lainnya).

Wajib Pajak memberikan tangpgapan tertulis atas SPHP dan

berhak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

paling lama :

a. 3 (tiga) hari kerja sejakk SPHF direrima oleh Wajib Pajak
untuk Pemeriksaan Kantor; atau

b. 7 (tujuh) hari kerja sejak SPHP diterima oleh Wajib Pajak
untuk Pemeriksaan Lapangan.

Pasgal 27

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26 ayat (4) .

a. Wajib Pajak menyampaikan surat tanggapan hasil
pemeriksaan yang berisi tentang persetujuan atas seluruh
hasil pemeriksaan dan hadir dalam Pembahasan Akhir

Hasil Pemeriksaan, maka Pemeriksa menggunakan surat
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tanggapan dimaksud sebagai dasar untuk membuat
risalah pembahasan dan berita acara Pembahasan Akhir
Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani coleh Pemeriksa
dan Wajib Pajak;

b. Wajib Pajak menvampaikan surat tanggapan hasil
pemeriksaan yang berisi tentang persetujuan atas seluruh
hasil pemeriksaan namun tidak hadir dalam Pembahasan
Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa menggunakan surat
tanggapan dimaksud sebagal dasar untuk membuat
risalah pembahasan dan berita acara ketidakhadiran
Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
yvang ditandatangani oleh Pemeriksa;

¢. Wajib Pajak menyampaikan surat tanggapan hasil
pemeriksaan vang berisi tentang ketidaksetujuan atas
sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan dan hadir dalam
Pembahasan Akhir Hasil Pemernksaan, Pemeriksa
menggunakan surat tanggapan dimaksud, sebagail dasar
untuk melakukan pembahasan akhir dengan Wajib Pajak
dan hasil pembahasannya dituangkan dalam risalah
pembahasan dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil
Pemerilkksaan wyang ditandatangani oleh pemeriksa dan
Wajib Pajak;

d. Wajib Pajak menyampaikan surat tanggapan hasil
pemeriksaan yang berisi tentang ketidaksetujuan atas
sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan namun tidak
hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan,
pemeriksa menggunakan surat tanggapm' dimaksud
sebagai dasar untuk membuat risalah pembahasan dan
berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yang
ditandatangani oleh pemeriksa; atau

e, Wajib Pajak tdak menyampaikan surat tanggapan hasil
pemeriksaan dan tidak hadir dalam Pembahasan Alhir
Hasil Pemeriksaan, maka pemeriksa membuat berita acara
ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir
Hasil Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh pemeriksa.

(2) Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir

Hasil Pemeriksaan dan Pemeriksa telah membuat dan

menandatangani berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak

27




(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(2)

dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d dan/atau huruf e,
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dianggap telah
dilaksanakan. .

Dalam hal Wajib Pajak menclak menandatangani berita acara
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hwuf a atau hurufl ¢, Pemeriksa membuat
cacatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan,

Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak
dengan Pemeriksa dalam Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan, Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan agar
perbedaan tersebut dibahas lebih dahulu.

Hasil pembahasan dituangkan dalam risalah pembahasan
yang merupakan bagian dari KKP.

Pembahasan Alkhir Hasil Pemeriksaan wuntuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis
Pemeriksaan Kantor harus diselesaikan dalam jangka waktu
paling lama 15 (lima belas) hari.

Pembahasan Alkhir Hasil Pemeriksaan untuk menguii
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis
Pemeriksaan Lapangan harus diselesaikan dalam jangka
waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 28

Risalah pembahasan dan berita acara Pembahasan Akhir
Hasil Pemeriksaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari LHP.

Pajak vyang terutang dalam SKPD, SKFDKB, SKPDKRBT,

SKPDN, SKPDLE dan/atau STPD dihitung sesuai dengan

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali :

a. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan
akhir Letapi menyampaikan tanggapan tertulis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b
dan huruf d, Pajak yang terutang dihitung berdasarkan
hasil pemeriksaan yang telah diberitahulkan kepada Wajib
Pajak dengan memperhatikan tanggapan tertulis dari
Wajib Pajak; atau '




(2)

(3)

(1)

(2)

b. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan
akhir dan tidak menyampaikan tanggapan tertulis
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e,
Pajak  yang terutang dihitung berdasarkan hasil
pemeriksaan yvang telah diberitahukan kepada Wajib
Pajak.

Bagian Kesebelas
Pembatalan Hasil Pemeriksaan

Pasal 29

Hasil Pemeriksaan atau SKPD/SKPDKB dari hasil
pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian SPHP
atau Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dapat dibatalkan
secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak
kepada Kepala Badan.

Dalam hal dilakukan pembatalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), proses Pemeriksaan harus dilanjutkan dengan
melaksanakan prosedur penyampaian SPHP danjatau
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

Dalam hal pembatalan dilakukan karena pemeriksaan
dilaksanakan tanpa penyampaian SPHP, berdasarkan
keputusan pembatalan hasil pemeriksaan, Pemeriksa
melanjutkan Pemeriksaan dengan memberitahukan hasil
Pemerilksaan kepada Wajib Pajak dan melakukan pembahasan
akhir dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 dan Pasal 28.

*  Bagian Keduabelas
Pengungkapan Wajib Pajak Dalam
Laporan Tersendiri Selama Pemeriksaan

Pasal 30

Dalam hal Pemeriksa telah ﬁ-lclakukan Pemeriksaan dan
Kepala Badan belum menerbitkan SKPD/SKPDKB, Wajib
Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam
laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPTPD
yvang telah disampaikan sesual dengan keadaan vang
sebenarnya, dan pemeriksaan tetap dilanjutkan,
Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang
ketidakbenaran pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1}, hanya dapat dilakukan sebelum Pemeriksa
menyampaikan SPHP.
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(3]

(2)

(3)

(4)

Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang
ketidakbenaran pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), oleh Pemeriksa diperlakukan sebagai informasi atau
data tambahan dan menjadi bahan pertimbangan bagi
Pemerilsa sebelum menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak.

Bagian Ketigabelas
Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan
Pasal 31

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat
diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam rangka untuk
kepentingan penyidikan apabila :

a. pada saat pelaksanaan Pemeriksaan ditemukan adanya
indikasi tindak pidana di bidang perpajakan; dan/atau

b, wajib Pajak menolak dilakukan pemeriksaan, tidak
memenuhi panggilan Pemeriksaan Kantor, menolak
membantu kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 dan terhadap Wajib Pajak tersebut tidak
dapal dilakukan penetapan pajak secara jabatan.

Dalam hal pemeriksaan yang dilakukan merupakan

pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a

dan huruf b, usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan harus

memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut.

Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disetujui, pelaksanaan pemeriksaan

dihentikan dengan membua}. Berita Acara Penghentian

Pemeriksaan kecuali usulan Pemeriksaan Bultti Permulaan

terkait dengan permohonan  pengembalian  kelebihan

pembayaran pajak.

Pemeriksaaan vang dihentikan sebagaimana dimaksud pada

avat (3) ditangguhkan sampai dengan :

a. pemeriksaan Bukti Permulaan diselesaikan dan tidak
dilanjutkan dengan penyelidikan,;

b. penyidikan dihentikan dan tidak dilakukan penuntutan
dalam hal tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa
tersebut bukan merupakan rtindak pidana di bidang
perpajakan, atau karena peristiwanya telah kadaluwarsa,

atau tersangka meninggal dunia; atau
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(3)

(1)

(2]

(3)

c. diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tctap yang menyatakan Wajib Pajak bebas
atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Penyelesaian Pemeriksaan yang dilanjutkan dengan penyidikan

dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Keempatbelas
Pemeriksaan Ulang
Pasal 32

Pemeriksaan Ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan

perintah atau persetujuan Kepala Badan.

Perintah atau persetujuan Kepala Badan untuk melaksanakan

Pemeriksaan Ulang scbagaimana dimaksud pada ayat (1),

dapat diberikan dalam hal :

a, terdapat data baru termasuk data yang semula belum
terungkap atau data yang belum diperhitungkan; atau

b. terdapatl hal lain yvang berdasarkan pertimbangan Kepala
Badan perlu untuk melaksanakan Pemeriksaan Ulang,

Penerbitan SKPDKBT harus didahului dengan Pemeriksaan

Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, dalam hal

sebelumnya terhadap kewajiban perpajakan vang sama telah

diterbitkan SKPDKB berdasarkan hasil Pemeriksaan.

BAR VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 33

Bentuk dan format kelengkapan administrasi Pemeriksaan Pajak

Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(1)

(2)

Pasal 34

Pemeriksa tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun
pidana, apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan
pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya dianggap
berdasarkan iktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayal
(1], apabila dalam melaksanakan tugasnya tidak untul
mencari keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, kelompol,
danfatau tindakan lain yang berindikasikan korupsi, kolusi

dan/atau nepotisime.
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35
Peraturan Bupadi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penenﬁ!.pata_rm_va dalam Berita Dacrah

Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal
BU GROBOGAN,

,K/-""/-—

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2018 NOMOR
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATIGROBOGAN

NOMOR TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN _
PAJAK DAERAH

A. FORMAT TANDA PENGENAL PEMERIKSA PAJAK :

Muka Luarpanjang 10 cm
- -

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

LamBANG KATGUPATEN GROBOGAN

W3 gIeqa)

TANDA PENGENAL
PEMERIKSA PAJAK

Muka Dalam: Ycm

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAR

EBADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN Mama
HKEUANGAN DAN ASET DAERAH NP
Panglat/ Gol
Jabatan I
Berlalod 8.d ) e adalah pegawai Pemerinlah Kabupaten

Grobogen  atouw  Tenaga  ahli  vang
berwenang melakukan pemeriksaan i
bidang perpajakan daerah Nomor 28
Takun 2000 tentang Pajek Daerah dan
Fas foto Retribusi Daerah.

Tanda Tangan ;
KEPALA BADAN PENDAFATAN
FPENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH




B. FORMAT SURAT PERINTAH PEMERTKSAAN :

‘ Kop Surat

SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN
' [2] 17 La) of R

Kepada Saudara yang namanva tersebut di bawah ini:

No. NAMA / NIP PANGKAT/GOL JABATAN

Diperintahkanuntuk melakukan Pemeriksaan di bidang perpajakan
dacrah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo Peraturan Bupati Grobogan Nomor
wwotentang Tata Cara Periksaan Pajak Daerah terhadap Wajib Pajak ;

Nama

NPWP

Alamat

Masa Pajak dan Tahun Pajak :

Kriteria Pemeriksa

Tujuan Pemeriksa

Purwodadi, ..........eevvivieiiinnnnn,

KEPALA BADAN PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

.......................................




FORMAT SURAT YANG BERISI PERUBAHAN TIM PEMERIKSA :

Kop Surat

SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN PERUBAHAN
1[5 ¢ Lo ) o

Dalam rangka melanjutkan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak:

MNama

NEFWFD
Alamat

Nomor dan tanggal SP2

dengen ini diperintahkan kepada Saudara :

NO. NAMA/NIP PANGKAT/GOL JABATAN KET.
menggantikan:
NO. NAMA/NIP PANGEAT/GOL JABATAN KET.

Untuk melakukan Pemeriksaan di bidang Perpajakan Daerah sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.

KEPALA BADAN PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

MIP.
tembusan :
1.




D. FORMAT SURAT TUGAS MEMBANTU PELAKSANAAN PEMERIKSAAN:

Kop Surat

SURAT TUGAS MEMBANTU PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
D415 1 & 5 U o e

Sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah
terhadap Wajib Pajak:
Nama
NPWPD
Alamat :
Nomeor dan tanggal SP2 :

Dengan ini ditugaskan kepada Saudara:

Nama

NPWPD

Alamat ]
Nomor dan tanggal SP2

sebagal Tenaga Ahli untuk membantu pelaksanaan Pemeriksaan sesuai-

dengan keahlian Saudara dalam bidang .................coeee

Puarwodadi, . oummnsnsasnsspnil

KEPALA BADAN PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

.......................................

tembusan
1.




E., FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN LAPANGAN :

Kop Surat
) Purwodadi, ............
Nomor : / Kepada :
sifat :  Penting L 17 ¢ DR
Hal : Pemeriksaan Lapangan

Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan nomor

....... tanggal ................ bersama ini diberitahukan bahwa:

NO. MNAMA | NIP PANGKAT/GOL JABATAN

Diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan Ldpangan di
bidang perpajakan daerah dengan jangka wakiu pengujian
paling lama 60 (enam puluh} hari kerja terhadap
perusahaan/pekerjuan saudara dibawah ini ;

Nama

NPWP

Alamat

Masa Pajak dan Tahun Pajak :

Tujuan Pemeriksa

Untuk kelancaran jalannva Pemeriksaan, diminla agar
Saudara memperlihatlkkan dan/atau meminjamkan buku atau
catatan dan doltumen, memberikan bantuan sepenuhnya, serta
memberikan keterangan vang diperlukan.

Menolak untuk dilakukan pemeriksaan atau tidak
membantu kelancaran jalannya pemeriksaan, dapat dikenakan
sanksi sesual dengan kelentuan yvang diatur dalam Undang-
Undang MNomor 28 Tahun 2009 tentang Fajak Daerah dan

Retribusi Daerah.,




Demikian untuk menjadi perhatian Saudara dan atas kerjasamanya
diucapkan terima kasih.

Diterima oleh

Jabatan KEPALA BADAN PENDAPATAN

Tanggal : PENGELOLAAN EEUANGAN DAN
ASET DAERAH

Tanda

Tangan/Cap

.........................................




F. FORMAT SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN KANTOR

Kop Surat |
|
Purwodadi,
Nomor / Kepada :
Sifat Penting Ythu
Hal Panggilan Dalam
Rangka Pemeriksaan

Pajak Daerah

Sehubungan dengan Surat Pemerintah Pemeriksaan (5P2) Nomor
seessrnineieen. Tanggal .............. bersama ini diberitahukan bahwa:

NO. NAMA /NIP PANGKAT/GOL JABATAN

Diperintahkan untuk melakukan Pemeriksaan Kantor di bidang
perpajakan terhadap perusahaan/pekerjaan Saudara dibawah ini:

Nama
NFWPE
Alamalt

Masa Pajak dan Tahun Pajak :

Tujuan Pemeriksa

Untuk kelancaran jelannya Pemeriksaan, diharaplan
kedatangan Saudara ke kantor kami dengan membawa buku,
catatan dan dokumen pendukung sebagaimana terlampir,
memberikan bantuan sepenuhnya, serta memberikan keterangan
yang diperlukan pada : '

Hari/Tanggal

Tempat
Walktu




Menoclak untulk dilakulkan pemeriksaan atau tidalk membantu
kelancaran jalannya pemeriksaan, dapat dikenakan sanksi
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang_Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara dan atas

kerjasamanya diucapkan lerima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

..........................................




G. FORMAT BERITA ACARA HASIL PERTEMUAN DENGAN WAJIB PAJAK :

Kop Surat

BERITA ACARA HASIL PERTEMUAN DENGAN WAJIB PAJAK

ciesieoee., kami yang tersebut di bawah ini:

NO, NAMA/NIP PANGKAT/GOL JABATAN

telah melakukan pertemuan dengan :

Nama

Pekerjaan

Alamat

Bertindak selaku

‘:' Wajih Pajak [:| Walkil |:| Kuasa, dari Wajib Pajak

Nama

NPWP

Alamat

untuk ;

1. menjelaskan alasan dan tujuan dilakukan pemeriksaan;

2. menjelaskan hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan
pemeriksaan;

3. menjelaskan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan guna
dilakukan pembahasan dengan Tim Pemerilcsaan dalam hal terdapat hasil
pemeriksaan yang belum disepakati antara lUm Pemeriksa Pajak dengan
Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan,

4. menjelaskan buku, catatan dan/atau dokumen vang akan dipinjam dari
Wajib Pajak; dan

5. menyvampaikan dan menjelaskan Kuesioner Pemeriksaan.

Demikian berita acara hasil perternuan dengan Wajib Pajak ini dibuat dengan
sebenarnya dan ditandatangani oleh :




Wajib pajak /Wakil /Kuasa / Pihak Tim Pemeriksa Pajak

Yang Mewalkili

--------------------------------------

Mengetahui,

NIP,

NIP.

NIF.

Ketua Tim

--------------------------------------

......................................




H. FORMAT SURAT PERMINTAAN FEMINJAMAN BUKU, CATATAN, DAN

DOKUMEN :
Kop Surat
Purwodadi, ..o
Momor / Kepada :
Sifat Sepera ' 3 o PR L N e R
Hal Permintaan
Peminjaman Bula,

Catatan dan Dokumen

Sehubungan dengan pelaksanaan Surat Perintah
Pemeriksaan (SP2) Nomor .................. TasgEal .oomoesies i
dengan ini diminta kepada Saudara untuk meminjamkan buku,
catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau
pencatalan serta dokumen lain yang berhubungan dengan
kegiatan wusaha atau pekerjaan Saudara sebagaimana
terlampir.

Buku atau catatan dan dokumen yang diperlukan
dalam Pemeriksaan tersebut diharapkan sudah kami terima
paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah surat ini Saudara
terima, Bultu atau catatan dan dokumen tersebut diatas akan
dikembalikan kepada Saudara sctclah Pemeriksaan sclesal
dilalcsanalan.

Demildan untuk menjadi perhatian dan atas
kerjasamanya diucapkan teima kasih.

Tanda

Diterima oleh
Jebatan
Tanggal

Ketua Tim

Tangan/Cap

NIP




FORMAT DAFTAR BUKU, CATATAN, DAN DOKUMEN YANG '
WAUJIB DIPINJAMKAN :

Kop Surat

DAFTAR BUKU, CATATAN, DOKUMEN YANG WAJIB DIPINJAMKAN
DALAM RANGKA PEMERIKSAAN

Nama Wajib Pajak
NPWED
Alamat Wajib Pajak :

No.| Jenis/Nama Buku, Catatan dan Dokumen Keterangan

Ketua Tim

--------------------------------------




6}

J.  FORMAT BUKT]I PEMINJAMAN DAN FENGEMB&LI&H BUKU,
CATATAN, DAN DOKUMEN :

Kop Surat

BUKTI PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN
BUKU, CATATAN, DAN DOKUMEN

Nama Wajib Pajak
NPWP
Alamat Wajib Pajak

Nomor dan Tanggal SP2

No,

Catatan dan
Dokumen

Jenis/Nama Bulku,

Keterangan

o Dikembalikan
Dipinjamkan
g lengkap/tidak
lengkap/tidak
lengkap

lengkap

Diterima oleh Diserahkan oleh:
(Pemeriksa) (Wajib Pajak)
NIP
Tanggal Tanggal:
Diterima oleh Dikembalikan oleh:
(Wajib Pajal) (Pemeriksa)
NIP
Tanggal Tangeal :




FORMAT BERITA ACARA TANDA SEGEL RUSAK/HILANG

Kop Surat |

BERITA ACARA TANDA SEGEL RUSAK/HILANG

Pada hari ini ... tangesl ..., o 0 R, o =< . 1T
kami ;
No. Nama/NIP Pangkat/Gol. Jabatan
I
Pemeriksa Pajak pada ..................c..cc.eeoevieeieeenen... berdasarkan Surat
Perintah Pemeriksaan Nomor ............... { Tangeal Giiasialiieme dalam

rangka Pemeriksaan di bidang per pdjaka_u b::rddﬂrkﬂn Pasal 29 Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, menyatakan bahwasegel telah

rusak/hilang*] pada tempat atau ruangan, barang bergerak tidak bergerak
berupa :

No. Tempat/Ruangan atau Barang
1. .
dst

Yang dimiliki dan fatau dikuasai oleh :
Nama
NPWP
Alamat

yvang diduga atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk
menyimpan buku-buku, catatan-catatan, atau dokumen-dokumen,
termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan vang dikelola secara
elektronik atau secara program aplikasi on-line yang berkaitan dengan
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak.

Demikian Berita Acara Segel Rusak ini dibuat dengan sebenarnya sesuai
dengan sumpah jabatan.,

Parwodadi cnanaan

Pemeriksa,
Salksi-salosi
| No. MNama Tanda Tangan Catatan
1

| 'd'c'rt.




o

FORMAT BERITA ACARA PEMBUKUAN SEGEL :
Kop Surat —{

BERITA ACARA PEMBUKAAN SEGEL

Pada hari ini ..__.._........ tanggal ......... alan ..o TG oo
kami :
No. Nama/NIP | Panglat/Gol | Jabatan
Pemeriksa Pajak pada .............cccccoocviiiiinnnninnnn... berdasarkan Surat
Perintah Pemeriksaan Nomaor .......... s RBARER] oy dalam

rangka Pemeriksaan di bidang perpajakan berdasarkan Pasal 29 Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomeor 16 Tahun 2009, tclah membulka segel pada tempat atau
ruangan, barang bergerak tidak bergerak berupa :

No. | Tempat/Ruangan atau Barang
% '

dst

Yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh :

Nama
NPWP
Alamat

yang diduga atau patut diduga digunakan sebagai tempart atau alat untuk
menyimpan buku-buku, catatan-catatan, atau dokumen-dokumen,
termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara
clektronik atau secara program aplikasi en-line yang berkaitan dengan
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak.

Demikian Berita Acara Pembukaan Segel ini dibuat dengan sebenamya
sesuai dengan sumpah jabatan,

Purwodadi: s
Pemeriksa,
IR oriostnmrcnnnes
Saksi-saksi :
Nao. Nama Tanda Tangan Catatan
1.

dst




T. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN :

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Pekerjaan :
Alamat :
Dealam hal ini berbindak selalku

|:| Wajib Pajak D Walkil [ 7] Kuasa, dari Wajib Pajak

Nama
NPWP
Alamat

Sehubungan dengan Pemeriksaan oleh tim Pemeriksa Pajﬁk dari ......... :

No. Nama/NIP - Pangkat/Gol Jabatan

berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor ..................... Tanggal
.-+eeee dengan inl menyatakan menolak Pemeriksaan dengan alasan

Demikian surat pernyataan penolakan Pemeriksaan ini dibuat dan
ditandatangani dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari
siapapun, serta kami bersedia untuk bertanggung jawab atas scgala
akibat hukum yang timbul dari pernyataan ini.

Yang Membuat Pernyataan

Marerai 6000




U. FORMAT BERITA ACARA PENCLAKAN PEMERIKSAAN

Kop Surat

BERITA ACARA PENOLAKAN PEMERIKSAAN

Pada hari ini ................ tanggal ........... ‘bulan Lo tahun ...........
berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor .................... tanggal
........... maka kami vang tersebul dibawah ini selaku tim Pemeriksa Pajak
yang ditugaskan untuk melakukan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak:

Nama
NPFWFD

Alamat

Yang sehubungan dengan Pemeriksaan tersebut, wajib Pajak yang dalam
hal ini diwakili :

MNama
Pekerjaan
Alamat

telah menelak membuat atau mendalangani surat pernyataan penolakan
Pemeriksaan.

Demikianberita acara penolakan Pemeriksaan ini dibuat dengan
scbenarmya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan
ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.

Mengetahui, Tim Pemeriksa Pajak
Ketua Tim
.................................. TE!
Anggota
NIP.
Angpota

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

NIP.




v
FORMAT BUKTI PEMINJAMAN DAN PENG EMBI—":LIHN BUKU
CATATAN, DAN DOKUMEN :

Kop Surat

BUKTI PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN
BUKU, CATATAN, DAN DOKUMEN

Nama Wajib Pajak
NPWP

Alamat Wajib Pajak
Nomor dan Tanggal SP2

Jenis/Nama Buku, o B Dikembalikan
Dipinjamkan
No. Catatan dan Keterangan ] lengkap/tidak
lengkap /tidak
Dolkumen lenpkap
lenglap
Diterima oleh [Discrahkan oleh:
(Pemeriksa) (Wajib Pajak)
NIP
Tanggal s Tanggal:
Diterima oleh | : Dikembalikan oleh:
(Wajib Pajal) |{Pemeriksa)
mIP
Tanggal : Tanggal :




K. FORMAT SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DOKUMEN DAN/ATAU DATA
YANG DIEERIKAN :

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

MNama
Pekerjaan/Jabatan
Alamar
dalam hal ini bertindak seIak{'i """""""""" Rt = :
[ [ O]
Wajib Pajak; Waldl Kuasa, dari Wajib Pajak :

Nama Wajib Pajak ;
NPWFD ; J J
Alamat Wajib Pajak '

dengan ini menvatakan bahwa dalam rﬂngl{a pl:lal-{aﬂ_nadn Surat
Perintah Pemeriksaan;

MNomar

Tangpal

telah menyerahkan kepada tim Pemenlcsa Pajak Daerah berupa lotokopi
dan/atau data yang dikelola secara elektronik atas buku, catatan, dan
dokumen yang dibuat dari dan sesuai dengan aslinva,

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani
dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun, serta
kami bersedia untuk bertangggung jawab atas segala akibat hulcum
yang timbul dari pernyataan ini.

Yang Membuat
Pernvataan

Marerad G000




&

FORMAT SURAT PERINGATAN PERTAMA JKEDUA:

Kop Surat
Purwodadi, ........
Nomor / ‘ Kepada :
Sifar Segera . e 7 A F—
Hal Peringatan  Pertama/Peringatan

Kedua =)

Sebagal pelaksanaan Pemeriksasn berdasarkan Surat
Perintah Pemeriksaan Nomor
Tanggal ...................., Saudara telah diminta wuntuk
meminjamkan buku atau catatan dan dokumen vyang
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, serta dokumen
lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau
pekerjaan Saudara dengan Surat Permintaan Peminjarnan
Buku, Catatan, dan Dokumen Nomor

Tanggal ..................., namun sampai dengan surat ini
dibuat, saudara; '

|:| Sama sekali tidak meminjamkan
D Meminjamkan sebagian

buku atau catatan dan dokumen yang kami perlukan,

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta
agar segera menverahkan buku atau catatan dan
dokumen seperti dalam daftar terlampir paling lambat
pada tanggal ....cocoiiieninne

Perlu kami ingatkan bahwa terhadap saudara dapat
dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau pajak
vang terhutang dihitung secara jabatan apabila Saudara
tidak memenuhi permintaan peminjaman buku, catatan,
dan dokumen tersebut di atas.

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Diterima oleh

Jabatan

Tanggal

Tanda

Tangan/Cap

Ketua Tim

..........................................




FORMAT DAFTAR BUKU, CATATAN, DAN DOKUMEN YANG BELUM
DIPINJAMEKAN :

KOP SURAT

DAFTAR BUKU, CATATAN, DOKUMEN YANG BELUM DIPINJAMEAN
DALAM RANGKA PEMERIKSAAN

Nama Wajib Pajak

.................................................................

BHEWELY. i it e e st eer ot as
Alamat Wajib Pajak
Keteranpgan
No. Jenis/Nama Bulu, Cataten dan Dekumen
Ketua Tim

NLP.




FORMAT BERITA ACARA TIDAK DIPENUHINYA PEMINJAMAN BUKU
CATATAN DAN DOKUMEN :

2

Kop Surat

BERITA ACARA TIDAK DIPENUHINYA PEMINJAMAN
BUKU, CATATAN, DAN DOKUMEN

Pada hari ini ..........ccoceee.. tanggal ooooeeeeoooo oo, bulan o
tahun _........... berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan nomor
. tanggal .................. , maka kami yang tersebut dibawah

ini sclalcu tim Pemeriksa Pajak vang ditugaskan untuk melakukan
Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak :
Nama

NPWP

Alamat

dengan ini menyatakan bahwa seluruh / 'sebagian*l bulku,
calatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Surat
Permintaan Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen Nomor
‘ w+e.e. tidak dipenuhi peminjamannya oleh Wajib Pajak kepada tim
Pemeriksa Pajak.

Demikian Berita Acara Tidak Dipenuhinya Peminjaman Bulay,
Catatan, dan Dokumen ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan
sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani oleh tim
Pemerilkda Pajak..

Mengetahui, Tim Pemeriksa Pajak
Ketua Tim
.................................. o,
Anggota
NIP.
Anpgota

NIP,



FORMAT BERITA ACARA PEMENUHAN SELURUH FEMINJAMAN
BUKU, CATATAN, DAN DOKUMEN :

Kop Surat

BERITA ACARA PEMENUHAN SELURUH PEMINJAMAN
BUERU, CATATAN, DAN DOKUMEN

Pada hari ini .........cc......, tanggal ... BUlAD e
tahun ............. berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan nomor :
. tanggal .. vy maka kami yang tersebut dibawah

ini selalkku tm Pemerﬂ(qa FHJELl{ vang ditugaskan untuk melakukan
Pemerilcsaan '[‘.E:I'h-:idﬂp Wajib Pajak :

Nama
NPWEP
Alamat

dengan ini menyatakan bahwa seluruh buku atau catatan, dan
dokumen sebagaimana dimaksud dalam Surat Permintaan Peminjaman
Buku, Catatan dan Dokumen Nomor : .............. telah dipenuhi
peminjamannya oleh Wajib Pajak kepada tim Pemeriksa Pajak.

Demikian Berita Acara Pemenuhan Seluruh Peminjaman Buku,
Catatan, dan Dokumen ini dibuat dengan sebenarnva atas kekuatan
sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani oleh tim
Pemerkda Pajak..

Mengetahui, Tim Pemeriksa Pajak
Eetua Tim
llllllllllllllllllllllllllllllllll NIPI
Anggota
NIF.
Anggota

......................................

NIP.



P. FORMAT TANDA SEGEL

Atas kuasa Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
ketentuan Umum dan Tata Cara Ferpajakan sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
dilakukan Penyegelan karena tidak memenuhi kKewajiban tersebut dalam

DISEGEL

Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah telah diubah terakhir |
dengan Undang-Undang Nomoer 16 tahun 2009,

PERINGATAN

Barang siapa dengan sengaja memutuskan, memhbuang, atau merusak
segel ini diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8
(delapan) bulan.




4

Q. FORMAT BERITA ACARA PENYEGELAN : !.

i Kpp Surat

BERITA ACARA PENYEGELAN

Pada hari ini ............... CANBRAL v vvove DBIATY ivvevorisvin tahun .....
kami :
Fn. Nama/NIP Pangkat/Gol Jabatan
Pemeriksa Pajak pada ................ccecceeeveieeieennnnn.., berdasarkan Surat
Perintah Pemeriksaan Nomor . iSEE . Tanggal .. . dalam

rangka Pemeriksaan di bidang perpajakan berdasarkan Pasnl 29 Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, tclah melakukan Penyegelan
tempat atau ruangan, barang bergerak tidak bergerak berupa :
No. Tempat/Ruangan atau Barang

1,

dst

Yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh :

Nama
NPWP
Alamat

yang diduga atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk
menyimpan buku-buku, catartan-catatan, atau dokumen-dokumen,
termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan vang dikelola secara
elektronik atau secara program aplikasi on-line vang berkaitan dengan
kegiatan usaha atau pekerjnan bebas Wajib Pajak.

Demikian Berita Acara Penyegelan ini dibuat dengan sebenarnya sesuai
dengan sumpah jabatan,

Purwodadi, s riinnse.
Pemeriksa,
Saksi-saksi :
No. Nama Tanda Tangan Catatan

(1
dst




FORMAT BERITA ACARA TANDA SEGEL RUSAK/HILANG

Kop Surat

BERITA ACARA TANDA SEGEL RUSAK/HILANG

Pada hari ini ............... tanggal ........, DUIEEL. ovvrnnns: SRR wovimani
kami :
No. Nama/NIP Pangkat/Gol . Jabatan
Pemeriksa Pajak pada ...................c.ccoceoeerinnnnn.... berdasarkan Surat
Perintah Pemeriksaan Nomor ........... Ta_nggal ceenne.. dalam

rangka Pemeriksaan di bidang p::rpajakan bt:rdasarkan Pasal 29 Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, menyatakan bahwasegel telah
rusak/hilang*) pada tempat atau ruangan, barang bergerak tidak bergerak
berupa : B

No. Tempat/Ruangan atau Barang
L. |
dst

Yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh :

Nania
NPWP
Alamat

yang diduga atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk
menyimpan buku-buku, catatan-catatan, atau dokumen-dokumen,
termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara
elektronik atau secara program aplikasi on-line yang berkaitan denpan
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajalk.

Demikian Berita Acara Segel Rusak ini dibuat dengan sebenarnya sesuai
dengan sumpah jabatan,

Purmodad). .oqoaaansans

Pemeriksa,
Saksi-saksi :
No. "~ Nama Tanda Tangan Catatan
k- a

dst




FORMAT BERITA ACARA PEMBUKUAN SEGEL :

Kop Surat

BERITA ACARA PEMBUKAAN SEGEL

Pada hari ini ....._........ tanggal ......... BUlaN. . CARUIR: w0
kami ;

No, Nama/NIP Pangkat/ Gol Jabatan

Pemeriksa Pajak pada ...... . berdasarkan Surat
Perintah Pemeriksaan Nomor .........oooooevvevian) Tanggal .................. dalam
rangka Pemeriksaan di bidang perpajakan berdasarian Pasal 29 Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009, iclah membuka segel pada tempat atau
ruangan, barang bergerak tidak bergerak berupa ;

No. Tempat/Ruangan atau Barang
1. |

dst

Yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh :

Nama
NPWFP
Alamat

yang diduga atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk
menyimpan buku-buku, caratan-catatan, atau dokumen-dokumen,
termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan vang dikelola secara
elektronik atau secara program aplikasi on-line yang berkaitan dengan
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak.

Demikian Berita Acara Pembukaan Segel ini dibuat dengan sebenarnva
sesual dengan swnpah jabatan.

Parwoedadi, coconaiiiin
Pemeriksa,
Saksi-saksi ;
No. _ Nama Tanda Tangan Catatan
T = I

dst




T. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN :

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama,

Pekerjaan

Alamat t
Dalam hal ini bertindak selaku

[ ] Wajib Pajak [] Wakil [ ] Kuasa, dari Wajib Pajak

Nama
NFWP
Alamat

Sehubungan denpgan Pemeriksaan oleh tim Pemeriksa Pajék dari ......... :

No. Nama fNIP Pan;gkat /Gol Jabatan

berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor ..................... Tanggal
.............. dengan ini menyatakan menolak Pemeriksaan dengan alasan

Demikian surat pernyataan penolakan Pemeriksaan ini dibuat dan
ditandatangani dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari
siapapun, serta kami bersedia untuk bertanggung jawab atas segala
akibat hukum yang timbul dari pernyataan ini.

Yang Membual Pernyataan

Materai OO0




U,

FORMAT BERITA ACARA PENCLAKAN PEMERIKSAAN

Kop Surat

BERITA ACARA PENOLAKAN PEMERIKSAAN

Pada hari ini ................ tanggal ..o Toabad e tahun aoneas
berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor .................... tanggal
ceseeeee... Mmaka kami yang tersebut dibawah ini selaku tim Pemeriksa Pajak
yang ditugaskan untuk melakukan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak:

Mama
NFWPD
Alamat

Yang sehubungan dengan Pemeriksaan tersebut, wajib Pajak yvang dalam
hal ini diwakili :

MNamasa
Pekerjaan
Alamat

telah menolak membuat atau mendatangani surat pernyataan penolakan
Pemeriksaan.

Demilkianberita acara penolakan Pemeriksaan ini dibuat dengan
scbenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan
ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.

Mengetahui, Tim Pemeriksa Pajak
Ketua Tim
llllllllllllllllllllllllllllllllll I."IP i = it et gk bk
Anggota
NI,
Anggota

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

NIF,




V. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN MEMBANTU KELANCARAN
PEMERIKSAAN

SURAT PEENYATAAN PENOLAKAN
MEMBANTU KELANCARAN PEMERIKSAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
Pekerjaan/Jabatan
Alamat

Dalam hal ini bertindak selaku ....ooomiiniansia oo dari Wajib
Pajak

Mama
NPWED
Alamat

Sehubungan dengan Pemeriksaan oleh om Pemeriksa Pajak dari ......... :

Nao. Nama/NIP Panglkat/Gol Jabatan |

berdasarkan Surat Perintah Pemerilcsaan Nnmnr

Tanggal .............. dengan ini menyatakan mcn-:alak Pcmcrlkaaﬂn dcngan
7 E T (R ——

Demikian surat pernvataan penolakan membantu  kelancaran
Pemeriksaan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran dan
tanpa paksaan dari siapapun, serta kami bersedia untuk bertanggung
jawab atas segala akibat hukum vang timbul dari pernyataan ini.

-----------------------------------

Yang "-'Iembuat Pernyataan

| Materai G000




W. BERITA ACARA PENOLAKAN MEMBANTU KELANCARAN PEMERIKSAAN

Kop Surat ' ]

BERITA ACARA PENOLAKAN MEMBANTU KELANCARAN PEMERIKSAAN

Pada hari ini ............. tanggal ........... bulan ...........tahun ...........
berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor .................... tanggal
........... maka kami yang tersebut dibawah ini selaku tim Pemeriksa Pajak
yang ditugaskan untuk melakukan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak:

Nama
NPWED
Alamat

Yang sehubungan dengan Pemeriksaan tersebut, pegawai/ anggota Wajib
Pajak yang dalam hal ini diwakili :

Nama

Jabatan /Hubungan
kekerabatan
Alamat

telah menolak membuat atau mendatangani surat pernyataan penoclakan
membantu kelancaran Pemeriksaan.

Demikianberita acara penolakan membantu kelancaranPemeriksaan ini
dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian
ditutup dan ditandatangani oleh tim Pemerilksa Pajak.

Mengetahui, Tim Pemeriksa Pajak
Ketua Tim
llllllllllllllllllllllllllllllllll NIP. x SRR
Anggota
g R
Anggota

......................................

NIP.



FORMAT BERITA ACARA TIDAK MEMENUHI PANGGILAN DALAM
RANGKA PEMERIKSAAN KANTOR :

| Kop Surat

BERITA ACARA TIDAK MEMENUHI

PANGGILAN DALAM RANGKA
PEMERIEKSAAN KANTOR

Pada hari ini ............ tanggal .............. bBalaht oooieanies LAl s
tempat ............... berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor
............................... tangel e kami

NO. NAMA /NIP PANGEKAT/GOL JABATAN

Yang ditugaskan melakukan Pemeriksaan Kantor terhadap Wajib Pajak :
Nama

NPWP

Alamat

Masa dan Tahun Pajak

telah mengirimkan Surat Panggilan Dalam Rangks Pemeriksaan Kantor
kepada Wajib Pajak nomor .......... tanggal ............, , namun Wajib Pajak
tidak hadir untuk memenuhi panggilan dalam jangka wakta yang telah
ditentukan.

Demikian Berita Acara tidak memenuhi panggilan dalam rangka Pemeriksaan
ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian
ditutup dan ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.

Mengetahui, Tim Pemeriksa Pajak
Ketua Tim
.................................. NIP
Anggota
ppe TSR
Anggots,

NIP.



Y. FORMAT SURAT PANGGILAN UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN :

Nomor
Sifat
Hal

Kop Surat |

Purwodadi, .........

/ Kepada ;
Segera : b connian
Panggilan Pertama /Panggilan
Kedua*) Untuk Memberikan

Keterangan

Scbagai pelaksanaan dari Peraturan Bupati Grobogan
Nomeor ............ tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah
dan sehubungan dengan buku, catatan, dan dokumen yang
telah dipinjamkan kepada tim Pemeriksa Pajuk Daerah
berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor
Tanggal ....... , dengan ini diminta kedatangan Saudara pada:

Hari/Tanggal ;
Pukul :
Tempat

Untuk memberikan keterangan/penjelasan kepada tm
Pemeriksa Pajak.

Demikian untule dimaklumi.

KEPALA BADAN PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANCGAN DAN
ASET DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

NIP.

Jabatan
Tanggal

Diterima cleh

Tandatangan /cap




Z. FORMAT BERITA ACARA PEMBERIAN KETERANGAN WAJLB PAJAK :

Kop Surat

BERITA ACARA PEMBERIAN KETERANGAN WAJIB PAJAK

Pada hari ini ..o, tanggal .............. DRAN ..ovswco TRRMI «mns
bertempat di ............... kami Tim Pemeriksa Pajak dan

..................

NO. NAMA/NIP PANGKAT/GOL JABATAN

berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor & .........ooovvvvveeoon o Tanggal

............... telah meminta keterangan sesuai dengan surat panggilan Nomor:
corsnvaeneenes. LEDEEAl o ............, kepada : ,,.' [

Nama ;

Peleerjaan

Alamat

Bertindak selaku
I:l Wajib Pajak D Walkil [ ] HKuasa, dari Wajib Pajak

MNama
NPWP
Alamat

dengan keterangan/ penjelasan sebagai berikut :

Demikian berita acara pemberian keterangan Wajib Pajak ini dibuat dengan
sebenarnya dan ditandatangani oleh:

Mengetahui, Tim Pemeriksa Pajak
Ketua Tim
.................................. NIP.
Anggota
NIP,
Angpgata

NIF.



AA, FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN, SURAT
PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN DALAM HAL PAJAK TERUTANG
DIHITUNG SECARA JABATAN DAN DAFTAR TEMUAN PEMER] KSAAN

1. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN :

Kop Surat
Parwodadt, oo
Nomor / Kepada :
Sifat Segera YR s
Hal Pemberitahuan Hasil

Pemeriksaan

Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan
Nomor ......... Tanggal ........ocorneirs  bersama  ini
disampaikan hasil Pemeriksaan sebagaimana terlampir,

Mengingat hasil Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan
kewajiban perpajakan daerah yang harus Saudara penuhi,
maka kepada Saudara akan disampaikan undangan untuk
melakukan pembahasan akhir hasil Pemeriksaan.

Apabila Saudara tidak memberikan tanggapan tertulis
atas hasil Pemeriksaan dan tidak hadir dalam pembahasan
akhir hasil Pemeriksaan sesuai dengan jangka walktu yang
ditentukan maka hasil Pemeriksaan dianggap telah Saudara
setujui seluruhnya dan pembahasan akhir hasil Pemeriksaan
dianggap telah dilakukan serta kewajiban perpajakan daerah
Saudara akan dihitung sesuai dengan hasil Pemeriksaan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama
Saudara diucapkan terima kasih,

KEPALA BADAN PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
'~ ASET DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

NIP.

Jabatan
Tanggal

Tandatangan/cap

Diterima oleh




2. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN
DALAM HAL PAJAK TERUTANG DIHITUNG SECARA JABATAN

Kop Surat
Purwodadi, ............
Nomor / ' Kepada :
Sifat Segera b 4 o R bR (e
Hal Pemberitahuan Hasil

Pemeriksaan (dalam

hal pajak terutang
dihitung secara
jabatan)

Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan
Nomor ............ tanggal ............, bersama ini disampaikan
hasil  Pemeriksaan  sebagaimana terlampir. Hasil
Pemeriksaan tersebut dihitung secara jabatan karena
schingga besarnya pajak terutang tidak dapat
dihitung.

Saudara dapal memberikan tanggapan tertulis dalam
Jjangka waktu paling lama tiga hari/tujuh hari*) kerja sejak
diterimanya surat ini, dalam bentuk:

a. Lembar Pertanyaan Persetujuan Hasil Pemeriksaan,
dalam hal Saudara menyetujui seluruh  hasil
Pemerilcsaan; atau '

b, Surat Sanggahan yang disertai dengan alasan yang
mendukung  sanggahan, dalam hal Saudara tudak

menyetujui sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan.
Mengingat hasil Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan

kewajiban  perpajakan dacrah vang  harus Saudara

penuhi,setelah Saudara memberikan tanggapan tertulis maka

kepada Saudara akan disampaikan undangan untuk
melakukan pembahasan akhir hasil Pemeriksaan.

Karena dalam Pemeriksaan dilakukan penghitungan
secara jabatan, maka dokumen yang dapat dipertimbangkan
pada saat pembahasan akhir terbatas pada :

a. dokumen yang terkait dengan penghitungan omzet bruto
dalam rangka penghitungan pajak terutang secara
jabatan; dan

b. dokumen kredit pajak sebagai pengurangan pajak
terutang. '

Apabila Saudara tidak memberikan tanggapan tertulis
atas hasil Pemeriksaan dan tidak hadir dalam pembahasan
akhir hasil Pemeriksaan sesual dengan jangka waktmu vang
ditentukan maka hasil Pemeriksaan dianggap telah Saudara




setujui seluruhnya dan pembahasan akhir hasil Pemeriksaan
dianggap telah dilakukan serta kewajiban perpajakan daerah
Saudara akan dihitung sesuai dengan hasil Pemeriksaan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama
Saudara diucapkan terima kasih.

Diterima oleh
Jabalan : Ketua Tim
Tanggal -

Tanda
Tangan/Cap




3. FORMAT DAFTAR TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN :

| Kop Surat B

DAFTAR TEMUAN PEMERIKSAAN
Masa dan Tahun Pajak: ................

' . Jumlah Koreksi Seay
No, Urut Pos-Pos yang Dikoreksi (Rp) Dilakukan
P Koreksi
Mengetahui, Tim Pemeriksa Pajak
Ketua Tim
llllllllllllllllllllllllllllllllll i
Angzota
o, OO
Anpggota

......................................




BB. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN MENERIMA SPHP DAN
BERITA ACARA PENOLAKAN MENERIMA SPHP :

1. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN MENERIMA SPHP

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN MENERIMA SURAT
FEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN / UNDANGAN
PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN / SURAT
PANGGILAN PENANDATANGANAN
BERITA ACARA PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN*)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

MNama

Pekerjaan :
Alamat :
Dalam hal ini bertindak selakn

[[] Waiib Pajak [] Wakil [ ] Kuasa, dari Wajib Pajak

Nama
NPWP
Alamnat

yang diperiksa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan nomor ..........
tempeil’  oaudiinie dengan ini menyatakan menolak menerima
asrnsiisvis OBTMEEEL ALERBIY v s uinerawiieiiaiieivEds »

Demikian surat pernyataan penolaken ini dibuat dan ditandatangai
dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun, serta kami
bersedia untuk bertanggungjawab atas segala akibat hukum yang timbul
dari pertanyaan ini.

Yang Membuat Pernyataan

Materal GO0O




2.  FORMAT BERITA ACARA PENOLAKAN MENERIMA SPHP :

L : Kop Surat i

BERITA ACARA PENDLM{AI;: MENERIMA
SURAT PEMBEERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN (SPHP)

Pada hari i ................. tanggal .............. bulan ........... =131 LT ¢ R
berdasarkan  Surat Perintah Pemeriksaan Nomor ... tanggal

......................... , kami yang tersebut dibawah ini :

Jabatan

No. Nama/NIP Pangkatan, Golongan |

telah bertemu dengan ;

Nama

Pekerjaan :
Alamat !
Dalam hal ini bertindak selaku

|:] Wajib Pajak D Walkil EI Kuasa, dari Wajib Pajak

Nama
NPWP
Alamat

untukmenyampaikan secara langsung SPHP. Dalfm hal ini Wajib
Pajak/Wakil/Kuasa*) menolak untuk menerima SPHP dan menolak untuk
menandatangani surat penolakan menerima SPHP.

Demilian berita acara penolakan menerima SPHP ini dibuat dengan
sehenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan
ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.

Mengetahui, Tim Pemeriksa Pajak
Ketua Tim
.................................. HIP. -
Anggota
NIP, |
Anggota

NIP.



\
CC. FORMAT LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN HASIL PEMERIKSAAN :

PERNYATAAN PERSETUJUAN HASIL PEMERIKSAAN

Sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan nomor
.............. tanggal ................., dengan ini saya :

Nama
Pekerjaan
Alamat ;

Dalam hal inil bertindalk selalou

[ ] Waijib Pajak |:| Walkil |:| Kuasa, dari Wajib Pajak

MNama
NPWF
ﬁjamat

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya, menyetujui seluruh
hasil Pemeriksaan.

Demikian lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan ini
dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Pernvataan

Materai 6000




DD. FORMAT BERITA ACARA TIDAK DISAMPAIKANNYA TANGGAPAN
TERTULIS ATAS SPHP :

Kop Surat

BERITA ACARA TIDAK DISAMPAIKANNYA TANGGAPAN TERTULIS ATAS

SPHP
Pada hari ini ................. tanggal ..o bulan ........... tahun ............. !
bertempat di ....coeernnnn. berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor
......... tanggal ............c.eeeeeen., kami yang tersebut dibawah ini ;
| = T
' Jabatan
No. Nama/NIP Pangkatan,/ Golongan

Yang ditugaskan melakukan Pemeriksaan lerhadap .Wajib Pajak :

Nama

NFWPF

Alamat

Masa dan Tahun Pajak

Telah memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan
tanggapan tertulis sesuai dengan Sural Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan
NOMOr: .l Vgt s 1101, (A e s , namun Wajib Pajalc tidak
memberikan tanggapan secara lertulis dalam jangka waktu wvang telah
ditentukan.

Demikian berita acara tidak disampaikannya tanggapan tertulis atas
SPHP ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan,
kemudian ditutup dan ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.

Mengetahui, Tim Pemeriksa Pajak
Ketua Tim
NIP.
Anggota
HIP,
Anggota

NIP.




EE. FORMAT UNDANGAN PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN:

Kop Surat

Momor
Sifat
Hal

Purwodad,i, .........

/ Kepada :
Segera i Co A W ——
Undangan Pembahasan Akhir

Hasil Pemeriksaan

Sehubungan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

Nomor .............. tanggal .................., vang telah disampaikan
kepada Saudara pada tanggal ..............., dengan ini kami
mengundang Saudara pada: '

Hari/Tanggal

Pulaud

Tempat

untuk melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
atas hasil Pemeriksaan yang telah disampaikan kepada
Saudara.

Apabila Saudara tidak hadir dalam pembahasan akhir
hasil Pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal tersebut di
atas maka pembahasan akhir hasil Pemeriksaan dianggap
telah dilakukan.
Demikian disampailkan, atas perhatian dan kerjasama
Saudara diucapkan terima kasih.
Ketua Tim

NIP.

Diterima aoleh
Jabatan .
Tanggal : '

Tandatangan /cap




FF. FORMAT RISALAH PEMBAHASAN:

Kop Surat

RISALAH PEMBAHASAN

SP2 Nomor
Tanggal o
NAIDA Wil ol & e

D i e e R S
i at R SR T e

Dalam hal ini bertindalk selaku

T R B 4

1. Pokok Masalah Koreksi
a. Dasar Koreksi Pemeriksa Pajak yang tercantum dalam SPHP
. TanggapﬂnwaﬂbpmakmaaSPHP
c. Pendspat Pemeriksa Pajak dalam Pembshasan Akhir

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

........................................................................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................




4. Kesimpulan Hasil Pembahasan:

Fo=s-FPos | Korelksi cfm Koreksi cfim Pembahasan
No st Koreksi cim . o
. anggapan hos
E - SPHF Cfm WP
| Dikoreksi WP Pemeriksaan

Berdasarkean pembahasan akhir hasil Pemeriksaan sebagaimana
tercantum dalam risalah pembahasan ini, Wajib Pajak mengajukan/tidak
mengajukan”) pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan.

Wajib pajak /Wakil /Kuasa®) Tim Pemeriksa Pajak

Ketua Tim
NIF.
Angonta
Mengetahui, ol e
Anpgaota




GG. FORMAT BERITA ACARA PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN

YANG DILAMPIRI DENGAN IKHTISAR HASIL PEMBAHASAN AKHIR DAN
IKHTISAR HASIL PEMBAHASAN AKHIR :

1. FORMAT BERITA ACARA PEMBAHASAN AKHIR HASIL

PEMERIKSAAN YANG DILAMPIRI DENGAN IKHTISAR
HASIL PEMBAHASAN AKHIR :

Kop Surat

BERITA ACARA PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN

Pada hari ini .......

s LRTIEER] v bulan .
bertempat di

s ERBNEY e

Jabat
No. Nama /NIP Pangkatan/ Golongan P

berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor :

Geibevas . tanggal
. telah melakukan Pemeriksaan di bidang perpa_]a.k:an daerah
tﬂrhad’lp Wajib PH._]EIJ{
Nama
NPWP

dan memberitahukan serta
Pemeriksaan dengan :

|:[ Wajib Pajak [[] Wakil [T Kuasa, dari Wajib Pajak

Nama

Pekerjaan
Alamat

melakukan pembahasan akhir hasil

berupa pos-pas sebagaimana tersebut dalam lampiran.

Demikian Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemerilsaan ini dibuat
dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh :

Wajib pajak /Wakil /Kuasa®) Tim Pemerilksa Pajak

Ketua Tim
R e
Anggota
T i s e
Mengetahui, Anggota




2. FORMAT IKHTISAR HASIL PEMBAHASAN AKHIR :

Kop Surat
IKHTISAR HASIL PEMBAHASAN AKHIR
Nama
NPWPD —
Masa dan Tahun =
Pajak
Koreksi Cln : .
benibahasan Hasil Pembahasan Akhir | Temu
' T an
yang
Urai Cim K?:}gm . dibat
raian SPTPD SPHP Cfm Cfm Cfm 4 E:’E | g
Pemeriksaan WP | Pemeriksaan setujui
WP Jdita
mbah
- kan
I. Pajak
Hotel
[ Pajak
Restoran
1L, Pajak
Reklame
IV, Dat
V. Sanlesi
Administ
rasi
Lainnya

Wajib pajak /Wakil /Kuasa®)

Tim Pemeriksa Pajak

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Mengetahui,

Ketua Tim
i R
Anggota
g PSS A
Anggota

......................................




HH. FORMAT SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA MENANDATANGANI
BERITA ACARA PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN :

Kop Surat
Purwadadi, .........
Nomor I Kepada :
Sifat Segera 13 2.+ L
Hal Panggilan Untuk Menandatangal

Berita Acara Pembahasan Akhir

Hasil Pemeriksaar.

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Bupati Grobogan
Nomor ............ tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah
dan telah dibuatnva Risalah Pembahasan serta diterima
Risalah  Pembahasan  berdasarkan Surat  Perintah
Pemeriksaan Nomor ........... tanggal ..........,, dengan im
diminta kehadiran Saudara pada:

Hari/Tanggal :
Pukul
Tempat

Untuk menandatangani berita acara Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan.

Demikian disampaikan dan atas kerjasama diucapkan terima
kasih,

KEPALA BADAN PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

NIP.

| Diterima oleh
Jabatan

Tanggal
Tandatangan/cap




II. FORMAT BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN WAJIB PAJAK DALAM
RANGKA PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN :

Kop Surat

BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN WAJIB PAJAK
DALAM RANGKA PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN

Pada hari ini .......... tanggal ......... bulan oo tahuano g
bertempat di Purwodadi, berdasarkan Sural Perintah Pemeriksaan
Nomor............. Tanggal............, kami:

No. Nama/NIP Pangkat/Golongan Jabatan

Yang ditugaskan melakukan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak:

Mama

NFWP

Alamat

Masa dan Tahun Pajak

telah memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan
tanggapan tertulis dan hadir dalam rangka pembahasan akhir hasil
pemeriksaan sesuai denganSurat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor
vererrarerianarsreeees TAREZAL e namun Wajib Pajalke tidak hadir
dalam jangka waktu yang telah ditentulkan. :

Demikian berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak ini dibuat dengan
sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan
ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.

Wajib pajak /Wakil /Kuasa®*) "~ Tim Pemeriksa Pajak

Ketua Tim

i
Anggota

Mengetahui,

o MR
Angpota

NIP, . r




JJ. FORMAT LAPORAN PENGUNGEKAPAN KETIDAKBENARAN PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN

Yth. Bupati Grobogan
Cq. Kepala BPPKAD Kabupaten Grobogan

Dengan ini saya:

Nama
Pekerjaan
Alamat :

Dalam hal ini bertmdak selalo

Wajib Pajak Wakil Kuasa, dan Wajib Pajak
[ [ []

Nama

NPWF

Alamat

Dengan kesadaran sendiri | mengungkapkan
ketidakbenaran  pengisian Surat Pemberitahuan ..........cccoeeeveinnine.
Masa Pajak/Tahun Pajak ........... vang telah kami laporkan dengan Bukrti
Penerimaan Surat nomor ........cc.uveens 15319117 51 (SRR

Sesual dengan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Dasrah den Retribusi Daerah, kami
menyampaikan laporan pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat
Pemberitahuan, vang mengaldibathkan:

Pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar

Pajak vang masih harus dibayar menjadi lebih keeil

Adapun elemen Surat Pemberitahuan yang pengisiannya tidak
sesual dengan keadaan yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

1. Formulir/Lampiran ........ A T o RO L et SO
a. Pengungkapan kendﬁkhena.ran tcnta.‘ng

Surat Pemberitahuan 2 R e A e e R G e S P e
Keadaan Sebenagnya BPisiheanasiiniahn insaissidnsuvaiy s sisnsbiasssssnre
Selisih T T T s

b, Uraian tentang terjadinva ketidakbenaran pengisian Surat
Pemberitahuan

A PO e L DAY s i e B o B i S SR

a. Pengungkapan ketidakbenaran lentang




Surat Pembernitahuan s A R T v SR B O

Keadaan Sebenarnya B oo eitcs st A s s AR R S

Selisih RE. ovreeinesiinnienns

b. Uraian tentang terjadinya ketidakbenaran pengisian Surat
Pemberitahuan

3. Dst

Pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan
sebagaimana tertulis di atas menyebabkan pajak kurang dibayar sebesar:
RD i inmiaiasas b ARE: - cocinunraomssiossaressds

Bersama ini, kami lampirkan:

1. Penghitungan pajak yang kurang dibayar sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya dalam format Surat Pemberitahuan,
2. Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan pajak yang kurang

dibayar sebesar Rp ...........cooceiinians yang relah dibayar pada tanggal
...................... melalui ...oooiieiinne

3. Surat Sctoran Pajak sebagai bukti pembayaran sanksi administrasi
berupa kenaikan sebesar 50% senilai Rp ... vang telah
dibayar pada tanggal ...........c...00. melabill oo vrsveversane

4. Dokumen vyang menjadi dasar pengungkapan ketidakbenaran
pengisian Surat Pemberitahuan.

Dengan penuh kesadaran atas segala akibal hukum yang timbul,
kami menyatakan bahwa:

1. Telah mengungkapkan secluruh ketidakbenaran sehubungan dengan
Surat Pemberitahuan sebagaimana tersebut diatas.

2. Akan melakukan pembetulan terhadap Surat Pemberntahuan
Masa/Tahunan terhadap masa-masa dan/atau tahun-tahun pajak
lainnya apabila terdapat keterkaitan dengan Sural Pemberitahuan
vang kami ungkapkan ketidakbenaran pengisiannya.

3. Bersedia memberikan keterangan, dokumen, dan/atau bukti-bukti
yang berkaitan dengan pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat
Pemberitahuan.

4. Tidak akan mengulangi perbuatan yang sama untuk masa yang akan
datang.

Demikian laporan pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat

Pemberitahuan ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

------------------------------------




KK. FORMAT PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU
PENGUJIAN :

Kop Surat
Purwodadi, .........
Nomor : / Kepada :
Sifat : Segera Yl cnmememnae
Hal : Pemberitahuan Perpanjangan

Jangka Waktu Pengujian.

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan di bidang
perpajakan daerah terhadap perusahaan/pekerjaan Saudara
di bawah ini:

Nama

NPWPD

Alamat

herdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor

vereerenenn.  tAnggal ................. bersama ini diberitahukan
bahwa jangka waktu pengujian Pemeriksaan terhadap
saudara, kami perpanjang selama ..................... hari dengan

Demikian untuk menjadi perhatian.

Diterima oleh

Jabatan . KEPALA BADAN PENDAPATAN
Tanggal : PEGELOLAAN KEUANGAN DAN
Tanda : _ - ASET DAERAH
Tangan/Cap

------------------------------------------




LL. FORMAT PEMBERITAHUAN PENANGGUHAN PEMERIKSAAN
YANG DITINGKATEAN KE PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN |

Kop Surat
Purwoedadi, .........
Nomor / Kepada :
Sifat Segera b 4 TR TR
Hal Pemberitahuan Penangguhan

Pemeriksaan vang Ditingkatkan
ke Pemerikksaan Bulcti

Permulaan,

Sehubungan dengan Pemeriksaan di bidang perpajakan
daerah vang kami lakukan terhadap perusahaan/pekerjaan
Saudara di bawah ini:

Nama
NPWPD

Mmat FTTETT TP P i T Il 1 v - —_—— e
Tujuan Pemeriksaan | Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban
Perpajakan Daerah

berdasarlkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor
............. Tanggal ..........., dengan ini diberitahukan bahwa
Pemeriksaan tersebut ditangguhkan penyelesaiannya karena
pemeriksaannya  ditingkatkan ke  Pemeriksaan Bukti
Permulaan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian
Saudara.

Diterima oleh
Jabatan
Tanggal
Tanda
Tangan/Cap

KEPALA BADAN PENDAPATAN
PEGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

Tembusan |




MM. FORMAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PEMERIKSAAN :

Kop Surat
Purwodadi, .........
Nomor : / Kepada. :
Sifat @ Segera i i ¢ SRR e P
Hal . Pemberitahuan Penghenlian

Permeriksaan,

Sehubungan  Surat Pemberitahuan  Penangguhan
Pemeriksaan vang ditingkatkan ke Pemeriksaan Bukti
Permulaan Nomor ................ Tanggal ..........., dengan ini
disampaikan bahwa Pemeriksaan yang kami lakukan
terhadap perusahaan/pekerjaan Saudara di bawah ini:

Nama
NPWED

Alamat

Tujuan Pemernksaan : Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewsjiban
Perpajakan Daerah

berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor
.. Tanggal ..........., dihentikan Pemeriksaan karena

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian
Saudara.

| Diterima oleh

i Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN
| Tanggal : PEGELOLAAN KEUANGAN DAN
Tanda : ASET DAERAH
Tangan/Cap
NIP.
Tembusan :




NN,

KUESIONER PELAKSANAAN PEMERIKSAAN LAPANGAN UNTUK
MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
DAERAH :

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas Pemeriksaan
diperlukan adanya umpan balik berupa jawaban kuesioner, lkami
berharap Saudara dapat bekerja sama dengan baik dalam bentuk
kesediaan Saudara untuk menjawab Daltar Kucsioner berikut. Mengingat
jawaban Saudara sangat penting artinya bagl penyempurnaan kebijakan
Pemeriksaan pada masa mendatang, maka diharapkan Saudara dapat
memberikan jawaban sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Demikian
kami sampaikan, atas kerjasamanva yang baik kami ucapkan terima
kasih.

No. " PERTANYAAN YA TIDAK

L. Apakah pada spat melakukan
pemeriksaan,Pemeriksa Pajak  memperlihatican

Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah
Pemenksaan?

2. Apakah pada _ saal melalkukan
Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak menyampaikan Surat
Pemberitahuan Pemeriksaan terlebih dahulu?

3. | Apakah Pemeriksa Pajak menjelaskan maksud dan
tujuan Pemeriksaan?

4, Apakah Pemeriksa Pajak memberitahukan Saudara
untuk memasuki ruangan atau tempat yang
ipandang perlu?

5, | Apakah Pemeriksa Pajak memberikan bulti
peminjaman secara tertulis perithal peminjaman
bulau, catatan, dokumen dan/atau data-data lain?

6. | Apakah Pemeriksa  Pajak  memberitahukan T
secaratertulis kepada Saudara tentang Hasil
Pemerilkksaan dalam bentuk SPHP?

7. |Apakah  Pemeriksa Pajak memberikan
kesempatan kepada Saudara untuk memberikan
tanggapan danpenjelasan atas temuan
Pemeriksaan?

| 8, | Apakah Pemeriksa Pajalk memberi petunjuk kepada

Saudara tentang penyelenggaraan pembukuan yang
baik?

g. Apakah Pemeriksa Pajak mengembalikan berkas
dandokumen paling lama 7 (tujuh) hari kerja
sejak selesainya Pemeriksaan dan memberikan
bukti pengembalian? - '

10. | Apakah Pemeriksa Pajak meminta dan menjanjikan
sesuatu vang berhubungan dengan Keputusan
Pemeriksaan?

11. | Menurut Saudara apakah Pemeriksa Pajak telah
melakukan tugas Pemeriksaan dengan baik?

12. | Hal-hal yang ingin Saudara sampaikan:




Surat Perintah Pemeriksaan Pajak
Nomor
Tanpggal

Wajib Pajak

Jawaban Saudara agar dikirimkan kepada Kepala Badan Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan
Alamati. oo



Surat Perintah Pemeriksaan Pajak
Nomor

Tanggal

Wajib Pajak

Jawaban Saudara agar dikirimkan kepada Kepala Badan Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Dacrah Kabupaten Grobogan
Alamat, .....conmivimiin,




00. KUESIONER PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KANTOR UNTUK MENGUJI

KEPATUHAN PEMENUHAN KEWA.JIBAN PERPAJAKAN DAERAH :

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas Pemeriksazn
diperlukan adanya umpan balik berupa jawaban kuesioner, kami
berharap Saudara dapat bekerjasama dengan baik dalam bentuk
kesediaan Saudara untuk menjawab Daftar Kuesioner berikut. Mengingat
jawaban Saudara sangat penting artinya bagi penyempurnaan kebijakan
Pemeriksaan pada masa mendatang, maka diharapkan Saudara dapat
memberikan jawaban sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Demikian
kami sampaikan, atas kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima
kasih.

No,

 PERTANYAAN

YA

| TIDAK

Apakah pada sanl melakukan
pemeriksaan Pemeriksa Pajak memperlihatkan
Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah
Pemeriksaan?

Apakah pada saat melakukan
Pemeriksaan,Pemeriksa  Pajak  menyampaikan
Surat Pangpilan terlebih dahulu?

Apakah Pemeriksa Pajak menjelaskan maksud dan
tujuan Pemeriksaan?

Apaliah Pemeriksa Pajak memberikan buky
peminjaman secara terfulis perihal peminjaman
buku,catatan, dokumen dan/atau data-data lain?

Apakah  Pemeriksa Pajak  memberitahukan
secaratertulis kepada  Saudara tentang Hasil
Pemeriksaandalam bentuk SPHP?

Apakah  Pemeriksa Pajak memberikan
kesempatan kepada Saudara untuk memberikan

tanggapan dan  penjelasan alas  temuan
Pemerilkcsaan?

Apakah Pemeriksa Pajak memberi petunjuk L-:cpﬂdﬁ

Saudara tentang penyvelenggaraan pembukuan
vang baik?

Apakah Pemeriksa Pajak mengembalikan berkas
dan dokumen paling lama 7 (tujuh) hari kerja
scjak sclesainya Pemeriksaan dan memberikan
bukti pengembalian?

Apakah Pemeriksa Pajak meminta dan menjanjikan
sesuatu  yang berhubungan dengan Keputusan
Pemeriksaan?

10,

| Menurut Saudara apakah Pemeriksa Pajak telah

melakukan tugas Pemenksaan dengan baik?

1

Hal-hal yang ingin Saudara sampailcan:




2. dst

Surat Perintah Pemeriksaan Pajak
Nomor

Tanggal

Wajib Pajak

Jawaban Saudara agar dikirimkan kepada Kepala Badan Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan
AMIHAL . .o vuvmis crrsmens




PP. KUESIONER PELAKSANAAN PEMERIKSAAN LAPANGAN UNTUK TUJUAN
LAIN :

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas Pemeriksaan
diperlukan adanya umpan balik berupa jawaban kuesioner, kamij
berharap Saudara dapat bekerjasama dengan baik dalam bentuk
kesediaan Saudara untuk menjawab Daftar Kuesioner berikut. Mengingat
jawaban Saudara sangat penting artinya bagi penyempurnaan kebijakan
Pemeriksaan pada masa mendatang, maka%diharapkan Saudara dapat
memberikan jawaban sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Demikian

kami sampaikan, atas kerjasamanya vang baik kami ucapkan terima
kasih. '

No. PERTANYAAN YA TIDAX |

1; Apakah pada saat melakukan pemeriksaan,
Pemeriksa Pajak memperlihatkan Tanda Pengenal
Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan?

2. |Apakah pada saat melakukan Pemeriksaan.
Pemeriksa Pajalk menyampaikan Surat
Pemberitahuan Pemeriksaan terlebih dahulu?

3. | Apakah Pemeriksa Pajak menjelaskan maksud dan
tujuan Pemeriksaan?

4, | Apakah Pemeriksa  Pajak  memberitahukan
Saudara untuk memasuki ruangan atau tempat
yvang dipandang perhu?

Apakah Pemeriksa Pajak memberikan bukti
peminjaman secara tertulis perihal peminjaman
bulu,catatan, dokumen dan/atan data-data lain?

6. | Apakah Pemeriksa Pajak mengembalikan berkas
dan dokumen paling lama 7 (tujuh) har kerja
sejakselesainya Pemeriksaan dan memberikan
bulti pengembalian?

7. |Apakah  Pemeriksa Pajak  meminia  dan
menjanjikan sesuatu yang berhubungan dengan
Keputusan Pemeriksaan?

2. Menurut Saudara apakah Pemeriksa Pajak telah
melakukan tugas Pemeriksaan dengan baik?

L Hal-hal yang ﬁﬁgin Saudara sampaikan:

1(.]]

Surat Perintah Pemeriksaan Pajak
Nomaor
Tangeal

Wajib Pajak
Jawaban Saudara agar dikirimkan kepada Kepala Badan Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Deaerah Kabupaten Grobogan
Alamat.....o.vooeveeernenennnn.




Q. KUESIONER PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KANTOR UNTUK TUJUAN
LAIN :

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas Pemeriksaan
diperlukan adanya umpan balik berupa jawaban kuesioner, kami
berharap Saudara dapat bekerjasama dengan baik dalam bentuk
kesediaan Saudara untuk menjawab Daftar Kuesioner berikut. Mengingat
jawaban Saudara sangat penling artinya bagi penvempurnaan kehijakan
Pemeriksaan pada masa mendatang, maka diharapkan Saudara dapat
memberikan jawaban sesuai dengan keadaan yang sebenamya. Demikian

kami sampaikan, atas kerjasamanya yang baik kami ucapkan lerima
kasih.

Neo, | PERTANYAAN YA TIDAK

ki Apakah pada saat melakulkan pemeriksaan,
Pemeriksa Pajak memperlihatkan Tanda Pengenal
Pemerilesa dan Surat Perintah Pemeriksaan?
2. Apakah pada saat melakukan Pemerilcsaan,
Pemeriksa Pajak menyampaikan Surat Pangpilan
terlebih dahulu?
3. | Apakah Pemeriksa Pajak menjelaskan malksud dan
fujuan Pemeriksaan?
4. | Apakah Pemeriksa Pajak memberikan  buleti
peminjaman secara tertulis perihal peminjaman
buku,catatan, dokumen dan/atau data-data lain?
S. |Apakah Pemeriksa Pajak mengembalikan berkas
dan dokumen paling lama 7 (tujuh) hari kerja
scjak selesainya Pemeriksaan dan memberikan
buktipengembalian? -
6. | Apakah Pemeriksa  Pajak meminta  dan
menjanjikan sesuatu yang berhubungan dengan
Keputusan Pemeriksaan?
7. | Menurut Saudara apakah Pemeriksa Pajak telah
melakukan tugas Pemeriksaan dengan baik?
a, Hal-hal yang ingin Saudara sampaikan:

.

Surat Perintah Pemeriksaan Pajak
Nomor
Tanggal
Wajib Pajak

Jawaban Saudara agar dikirimkan kepada Kepala Badan Pendapatan
Pengelolaan  Keuangan dan  Aset Daerah Kabupaten Grobogan
RABEDBY, i G i e e manpane

11_013 T1 GROBO G%
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QQ. KUESIONER PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KANTOR UNTUK TUJUAN
LAIN ;

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas Pemeriksaan
diperlukan adanya umpan balik berupa jawaban kuesioner, kami
berharap Saudara dapat bekerjasama dengan baik dalam bentuk
kesediaan Saudara untuk menjawab Daftar Kuesioner berikut, Mengingat
jawaban Saudara sangat penting artinya bagi penyempurnaan kebijakan
Pemeriksaan pada masa mendatang, maka diharapkan Saudara dapat
memberikan jawaban sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Demikian
kami sampaikan, atas kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima
kasih.

No, PERTANYAAN YA TIDAK

1. Apakah pada saat melakukan pemeriksaan,
Pemeriksa Pajak memperlihatkan Tanda Pengenal
Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan?

2 Apakeh pada saat melakukan Pemeriksaan,
Pemeriksa Pajak menyampaikan Surat Panggilan
terlebih dahulu?

3. | Apakah Pemeriksa Pajak menjelaskan maksud dan
tujuan Pemeriksaan?

4. | Apakah Pemeriksa Pajak memberikan bukf
peminjaman secara fertulis perihal peminjaman |
buku catatan, dolumen dan /atau data-data lain?

5. | Apakah Pemeriksa Pajak mengembalikan berkas
dan dolumen paling lama 7 (tujuh) hari kerja
sejak selesainya Pemeriksaan dan memberikan
buktipengembalian?

L Apakah Pemeriksa Pajak meminta dan
menjanjikan sesuatu yang berhubunpgan dengan
Keputusan Pemeriksaan?

7. Menurut Saudara _apalmh Pemeriksa Pajak telah
melakukan tugas Pemeriksaan dengan baik?

8. Hal-hal vang ingin Saudara sampailcan:
2. dst

Surat Perintah Pemeriksaan Pajak
Nomar

Tanggal
Wajib Pajak

----------------------------------------

Jawaban Saudara agar dikirimkan kepada Kepala Badan Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - Kabupaten Grobogan
ARTRAL. .. viinsiarvisesoies

SRl SUMARNI




QQ, KUESIONER PELAKSANAAN PEMER]KSM’A]‘# KANTOR UNTUK TUJUAN
LAIN :

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas Pemeriksaan
diperlukan adanya wumpan balik berupa jawaban kuesioner, kami
berharap Saudara dapat btkmjusam:a dengan baik dalam bentuk
kesediaan Saudara untuk menjawab Daftar Kuesioner berikut. Mengingat
jawaban Saudara sangat penting artinya bagi penyvempurnaan kebijakan
Pemeriksaan pada masa mendatang, maka diharapkan Saudara dapat
memberikan jawaban sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Demikian
kami sampaikan, atas kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima
kasih.

No. FERTANYAAN YA TIDAK

1. |Apakah pada saat melakukan pemeriksaan,
Pemeriksa Pajak memperlihatkan Tanda Pengenal
Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan?

2. Apakah pada saat melakukan Pemeriksaan,
Pemeriksa Fajak menyampaikan Surat Panggilan
terlebih dahulu?

3. | Apakah Pemeriksa Pajak menjelaskan maksud dan
tujuan Pemeriksaan?

4, Apakah Pemeriksa Pajak memberikan bulkdti
peminjaman secara lertulis perihal peminjaman
bulou,catatan, dokumen dan/atau data-data lain?

5. Apakah Pemeriksa Pajak mengembalikan berkas
dan dokumen paling lama 7 ({tujuh) hari kerja
scjak sclesainya Pemeriksaan dan memberikan
buktipengembalian?

6. | Apakah Pemeriksa  Pajak  meminta  dan
menjanjikan sesuaty yang berhubungan dengan |
Heputusan Pemeriksaan?

7. Menurut Saudara apakah Pemeriksa Pajak telah
melakukan tupas Pemeriksaan dengan baik?

8. | Hal-hal yang ingin Saudara sampaikan:

Surat Perintah Pemeriksaan Pajak
Nomor
Tanggal
Wajib Pajak

Jawaban Saudara agar dikirimkan kepada Kepala Badan Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan
ALAMAL, o vvnimsssesioson

BUF GROBOGAN,

SEI SUMARENI
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